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PUTUSAN
Nomor 42lPdtG/201 9/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara-perkara

perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara gugatan antiara:

1. SOPHIA S. RAHMAN, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat

' Tinggal di Jln. Lrg. Gunung Tompotika No. 16 B Kelurahan

Baru Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi

Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

lffergugat Rekonvensi;

2. Hj. VONIARSIH SAHI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat

Tinggal di Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara

Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya

disebut sebagai Penggugat llffergugat Rekonvensi;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada

1. Nasrun Hipan, S.H., M.H.

2. Mustating Dg. Maroa, S.H., M.H.

3. Asis Harianto, S.H., M.H.

Advokat-Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum

Banggai, beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 10

Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, baik

secara send iri-sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli2019;

Lawan:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI, berkedudukan di

Kawasan Perkantoran Bukit Halimun Kelurahan Tombang

Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat l/Penggugat

Rekonvensi l;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Andi Munafri DM, S.H., M.H., AdvokaVPengacara pada

kantor Advokat dan Konsultian Hukum (Advokad And

Legal Consultanf) Andi Munafri DM, S.H., M.H. Alamat

Jalan G. Lompobatang No. 76 Kelurahan Baru
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Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi

Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 180/969/Bag.Kumdang tanggal 24 Juli 2019;

z. JudiAmmyAmisudin, S.H., M.H.

Alamat : Kawasan Kantor Bupati Banggai Kelurahan

Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan;

Pekerjaan/Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra

SETDA Kabupaten Banggai;

s. Farid Hasbullah Karim, S,H., M.H.

Alamat : Kawasan Kantor Bupati Banggai Kelurahan

Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan;

Pekerjaan/Jabatan : Kabag. Hukum dan Perundang-

Undangan SETDA Kabupaten Banggai;

n. Herry Symonsz, S.H.

Alamat : Kawasan Kantor Bupati Banggai Kelurahan

Tombang Permai Kecamatan Ltuuk Selatan;

Pekerjaan/Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum dan

Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;

5. Hastuti, S.H.

Alamat : Kawasan Kantor Bupati Banggai Kelurahan

Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan;

PekerjaadJabatan : Staf Bantuan Hukum dan Kerja

Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

1 80/979/Bag.Kumdang tanggal 24 Juli 2019;

o. Ramdhanu Dwiyantoro, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri

Banggai selaku Pengacara Negara, beralamat di Jl.

Katamso No. 1 Luwuk, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 180/980/Bag.Kumdang tanggal 24 Juli

2019, yang disubstitusikan kepada Andi Oddang Moh.

Sunan Tombolotutu, S.H., Deny Kurniawan, S.Kom.,

S.H., La Ode Muh. Nuzul, S.H., Novi Rizka

Permatasari, S.H. dan Pragesta Sudarso, S.H., Jaksa

Pengacara Negara, beralamat di Jl. Katamso No. 1

Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai, berdasarkan Surat

Kuasa Substitusi Nomor B-31/R.2.1 1iS-1 .4.1 107 12019

tanggal 29 Juli 2019;
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2. KEMENTERIAN KEI-AUTAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN

KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL

PERIKANAN Cq, STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN

MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI,

berkedudukan di Jalan Gunung Tompotika Nomor 20

Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat ll/Penggugat

Rekonvensi ll;

. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

t. Tini Martini, S.H., M.Soc.Sci., Kepala Biro Hukum dan

Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan

dan Perikanan;

2. Sonta Niago, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Advokasi,

Dokumentasi dan lnformasi Hukum, Biro Hukum dan

Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan

dan Perikanan;

3. Sugiman, A.Pi., M.Si., Kepala Bagian Hukum, Kerja

Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan

Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

4. Heri Yuwono, A.Pi., S.Pi., M.P., Kepala Bagian

Keuangan dan Umum Sekretariat Badan Karantina

lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Ari Prasetyo, S.H., Kepala Subbagian Advokasi Hukum

ll Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

0. Latifuh Rahmi Nasution, S.H., M.H., Kepala Subbagian

Advokasi Hukum I Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan

Perikanan;

z. Tri Widyarti Rotua, S.H., M.Si., Kepala Subbagian

Hukum Sekretariat Badan Karantina lkan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

\
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o. Handayani P. U. Panjaitan, S.H., Analis Advokasi pada

Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

g. Arief Setiawan, S.H., M.H., Analis Advokasi pada Biro

Hukum dan Organisasi Sekretarlat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

10. Ahmad Wahid, S.H., Perancang Peraturan Perundang-

undangan Pertama pada Sekretariat Badan Karantina

. lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

11. Dedi Susanto, S.P., Kepala Urusan Tata Usaha,

Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan

Kemanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai;

bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri

dan memilih domisili hukum tempat kediaman pemberi

kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

80Z22.0lPL.210Nlll2019 tanggal 25 Juli 2019, dan;

12. Zaki Mubarok, S.lP., MlLlR., Kepala Bagian Advokasi,

Dokumentasi, dan lnformasi Hukum, Biro Hukum dan

Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan

dan Perikanan, memilih domisili hukum di kantor

Stasiun Karantina lkan Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai, Jalan

Gunung Tompotika Nomor 20 Luwuk Sulawesi Tengah,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

1 35622.0 lPL.210D(l 1201 9 tanggal 27 Desember 20 1 9;

3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI, berkedudukan di

Kompleks Perkantoran Bukit Halimun (Depan Kantor Pokes

Banggai) Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk

Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat lll;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Mohamad Anwarsyah, Kepala Sub Seksi Penanganan

Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Banggai;
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2. Wahyudi Sapubo, S.H., Staf Penanganan Sengketa,

Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Banggai

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

3741600.14Nilr2019 tanggal 30 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA
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Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli

2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada

tanggal 16 Juli 2019 dalam Register Nomor 42Fdt.Gl2019lPN Lwk, telah

mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah anak / ahli waris dari Hj. Djudiah hal mana

Hj. Djudiah Sahi adalah anak keturunan yang diperoleh dari perkawinan antara

Nurdin Sahi (Almarhum) dengan perempuan Kasumba (Almarhumah) . Bahwa

semasa hidupnya, Nurdin Sahi (almarhum) dan perempuan Kasumba

(Almarhumah) ada memiliki hamparan tanah pekarangan yang terletak di

Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, berukuran luas + 3.000

metez, dengan batas-batas:

- Utara dengan saluran air;

- Timur dengan Lorong;

- Selatan dengan Jalan Raya Gunung Tompotika;

- Barat dengan tanahnya Jhony Karwur;

Bahwa sesuai hasil pengukuran dalam kerangka penerbitan Surat Keterangan

Penguasaan Tanah, maka bidang tanah milik Nurdin Sahi (Almarhum) dengan

perempuan Kasumba (Almarhumah) yang menjadi harta warisan Ny. Djudia

Nurdin Sahi (orang tua Para Penggugat), telah mengalami perubahan ukuran

luas serta batas-batas tanah yang adalah sebagai berikut ; berukuran t 2.U5

m2, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Jhony Karwur / Saluran Air;

- Timur dengan saluran air / lorong;

- Selatan dengan Lorong;

- Barat dengan Jalan Gunung Tompotika;
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2. Bahwa semula sebagian dari tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut telah

dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I serta Bapak Llnggamo,

Pegawai Dinas Petemakan Kabupaten Banggai, dan dari penguasaan tersebut,

Bapak Linggamo telah mendirikan taman unggas didalamn areal tanah milik

orang tua Para Penggugat in casu Penggugat-Penggugat;

3. Bahwa atas suatu kepentingan maka Para Penggugat telah menghubungi

Tergugat I serta Bapak Linggamo untuk meminta pengembalian tanah milik tua

Para Penggugat in casu Penggugat-Penggugat, dan oleh Bapak Linggamo telah

mengembalikan tanah milik termaksud namun sebagian dari tanah tersebut

masih tetap dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Banggai ffergugat l);

4. Bahwa berdasarkan klaim pemilikan Pemerintah Kabupaten Banggai fl-ergugat l)

tersebut maka sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Banggai,

Nomor : 590/19'l/1999, tanggal 10 Juni 1999 Tentang Penunjukan Lokasi Tanah

Pemda Untuk Pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai di Luwuk,

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai telah menyerahkan bidang tanah milik

Para Penggugat yang diklaim sebagai milik Pemda Banggai (l-ergugat l), kepada

Tergugat ll, dengan ukuran luas 840 M2, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah pemda;

- Selatan dengan tanah Jalan Raya;

- Timur dengan Rumah Dinas Pemda;

- Barat dengan Rumah Sdr. Djoni Karwur;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Banggai,

Nomor : 590/191/1999, tanggal 10 Juni 1999 tersebut, Tergugat ll telah

menguasai / menempati tanah milik Para Penggugat dengan ukuran luas +

948,U M2, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Djoni Karwur;

- Timur dengan tanah milik Sophia S. Rahman (Penggugat l) dan Hj. Voniarsih

Sahi (Penggugat ll);

- Selatan dengan semula tanah milik Sophia S. Rahman, sekarang dengan

Lukman Pilohima / Wami Niode;

- Barat dengan Jalan Raya;

Bahwa bidang tanah yang terletak di Kelurahan Baru sesuai ukuran dan batas-

batas tanah sebagaimana diuraikan dalam posita point 5 ini ditetapkan sebagai

Objek Sengketa perkara perdata ini;

6. Bahwa atas penguasaan Tergugat ll atas objek sengketa maka Para Penggugat

telah berulangkali menghubungi Tergugat ll untuk mengupayakan penyelesaian

status pemilikan objek sengketa, namun jalan yang ditempuh Para Penggugat
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tilak mendapatkan tanggapan yang berarti sesuai harapan Para Penggugat, dan

juslru Tergugat ll telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah objek

sengketa kepada Tergugat lll untuk penerbitan Hak Pakai. Berdasarkan

Dolqrrnen Tanda Terima, Nomor Berkas Permohonan 10697 12019, tanggal '13

lni 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat lll, maka adalah cukup beralasan

rri* menempatkan Tergugat lll sebagai pihak dalam perkara ini;

7- Bdilra oleh karena bidang tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat

pB berasal dari Hj. Djudia Nurdin Sahi berdasarkan warisan dari orang tua Hj.

0l& ifuidin Sahi yang bemama Nurdin Sahi (Almarhum) dengan perempuan

I=r$a (Almarhumah), maka penguasaan Tergugat ll atas objek sengketa

:b pnbedan objek sengketa kepada Tergugat ll yang dilakukan oleh

Tcqpgt I adahh ditempatkan sebagai serangkaian perbuatan melawan hukum;

I UE dl karena upaya musyawarah yang mengarah pada penyelesaian

: danai bhh dilakukan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat, tidak

Erbrla hasil sebagaimana diharapkan, maka langkah hukum berupa

FEIiE Srgatan ini adalah berdasar untuk dilakukan oleh Para Penggugat;

C. EJE dr karena tanah objek sengketa telah digunakan oleh Tergugat ll

CrEil 6a mendirikan bangunan kantor, maka berdasar menurut hukum untuk

naBreorqfian objek sengketa dengan cara membongkar bangunan kantor milik

Teqr4at ll, setelah mana mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para

ruE$Jgat

Bdm berdasarkan uraian diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Perkara

penfOan t,legeri Luwuk, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan diKum

s€baga, berikut:

TIAIAM PROVISIONIL

llernerilrtahkan Tergugat lll untuk menangguhkan proses penerbitan Sertifikat Hak

Hai atas bidang tanah objek sengketa, sampai adanya putusan pengadilan yang

rrempunyai kekuatan hukum tetap;

DAI.AII,i POKOK PERKARA

1. tvlengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. irtenyahkan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dengan ukuran luas +

W,U M2, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Djoni Karwur;

- Timur dengan tanah milik Sophia S. Rahman (Penggugat l) dan Hj. Voniarsih

Sahi (Penggugat ll);

- Selatan dengan semula tanah milik Sophia S. Rahman, sekarang dengan

Lukman Pilohima /Wami Niode;



- Barat dengan Jalan Raya;

Adalah milik Para Penggugat yang diperolehnya atas dasar warisan dari Hj.

Djudia Nurdin Sahi in casu orang tua Para Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menerbitkan Surat

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Banggai, Nomor: 590/191/1999,

tanggal 10 Juni 1999 Tentang Penunjukan Lokasi Tanah Pemda Untuk

Pernbangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai di Luwuk adalah

rerupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;

ll llenyatakan bahwa perbuatan Tergugat ll yang telah menempati objek sengketa

dengan c€ua mendirikan bangunan perkantoran diatas objek sengketa adalah

crrupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;

5. lkqiatakan bahwa tindakan Tergugat lll yang telah menindaklanjuti permohonan

Tergugat ll untuk menerbid<an Sertifikat Hak Pakai atas objek sengketa adalah

lrE l,pakan serangkaian perbuatan melawan hukum;

e l@kan bahwa Sertifikat Hak Pakai atas objek sengketia yang telah

&rbi0<an atau yang akan diterbitkan selama perkara ini berlangsung, tidak

ncnpunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. lVlenghukum Tergugat ldan Tergugat ll baik secara sendiri-sendiri atau bersama-

s€un€r mengosongkan objek sengketa setelah mana mengembalikannya dalam

keadaan sebagaimana sebelumnya kepada Para Penggugat;

L Menghukum Para Tergugat untuk membayar, segala biaya yang timbul dalam

pemeriksaan perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para

Penggugat, Tergugat l, Tergugat ll dan Tergugat lll masing-masing menghadap

kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara

para pihak melalui mediasi sebagalmana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016

tentrang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sudirman, S.H. Hakim

pada Pengadilan Negeri Luwuk sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediatortanggal 21 Agustus 2019,

upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I,

Tergugat ll dan Tergugat lll memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:
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J.xtban Terquqat I

Bdm TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil{alil PENGGUGAT, kecuali

+ FE diakui dan dinyatakan secara tegas oleh TERGUGAT l.

A KOiNENSI

t DAI.AM EKSEPSI :

I. PENGADILAN NEGERI LUWUK TIDAK BERWENANG MEMERIKSA,

MENCIADILI DAN MEMUTUS PERKARA

Bdlwa Dalil GUGATAN PENGGUGAT pada pokoknya menuntut

#rya Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat ll

B-EgBi Nomor: 590/191/1999 tanggal 10 Juni tahun 1999 tentang

Perr.rqukan Lokasi Tanah Pemda Untuk Pembangunan Kantor

Karbna Kabupaten Banggai Di Luwuk tersebut merupakan suatu

serarBkaan perbuatan melawan hukum. Maka, mencermati maksud

PETIGGUGAT tersebut, tentunya menyangkut legalitas keabsahan Surat

l(eflrtsan Bupati tersebut. Bahwa Surat Keputusan Bupati tersebut

adabh tennasuk suatu penetapan tertulis (Beschikking) yang dikelua*an

cbh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

hukum tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

yang bedaku, yang bersifat Konkrit, lndividual dan Final artinya sudah

Definitif, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan

Hukum Perdata. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2004

yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986
I
I tentang Pengadilan Tata Usaha seharusnya diajukan di Pengadilan Tata

' Usaha Negara (PTUN) dan bukan di Pengadilan Negeri Luwuk. Bahwa

berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan Penggugat didalam Perkara ln

Cassu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

Verklaard);

2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL SIA/VDiNG (Kedudukan

Hukum):

Bahwa dalam GUGATAN PENGGUGAT mendalilkan bahwa Para

PENGGUGAT merupakan Ahli Waris, padahal dalam GUGATAN

PENGGUGAT tidak menegaskan secara formil keabsahan siapa-siapa

ahli waris yang sesungguhnya, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa

Para PENGGUGAT tidak memilikilega/ Standing (Kedudukan Hukum)

sebagai PENGGUGAT;

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (Obscuurc

libe) :
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rl,

a. Bahwa dalam GUGATAN PENGGUGAT pada Bagian Posita angka

1 , mendalilkan bahwa Nurdin sahi (almarhum) dan kasumba

(Almarhumah) memiliki hamparan tanah pekarangan yang terletak di

kelurahan baru, Kecamatian Luwuk, Kabupaten Banggai berukuran

t 3.000 metef dengan batia-batas :

Sebelah Utara : dengan saluran air

Sebelah Timur : dengan lorong

Sebelah Selatan : dengan jalan raya gunung tompotika

. Sebelah barat : dengan tanahnya Jhony Karuur

Selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan bahwa sesuai hasil

pengukuran dalam kerangka penerbitan Surat Keterangan

Penguasaan tanah, maka bidang tanah milik Nurdin Sahi (Almarhum

dan Kasumba (Almarhumah) yang menjadi harta warisan Ny. Djudia

Nurdin Sahi (orang tua Para PENGGUGAT) telah mengalami

perubahan ukuran luas serta batjas-batas tanah yang luasnya +

2.485 meteP dengan batas-batas :

Sebelah Utara : dengan tanah Jhony Karwur/Saluran Air

Sebelah Timur :dengan Saluran Air

Sebelah Selatan : dengan Lorong

Sebelah barat : dengan jalan Gunung Tompotika

Selanjutnya dalam Posita angka 4 GUGATAN PENGGUGAT telah

mendalilkan bahwa telah terjadi penyerahan bidang tanah oleh

TERGUGAT I kepada TERGUGAT ll berdasarkan Surat Keputusan

Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Banggai Nomor : 590/19'1/1999

tanggal 10 Juni tahun 1999 tentang Penunjukan Lokasi Tanah

Pemda Untuk Pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai

Di Luwuk, dengan ukuran tanah seluas 840 metef, dengan batas-

batas :

Sebelah Utara : dengan tanah Pemda

Sebelah Selatan : dengan tanah Jalan Raya

Sebelah Timur : dengan Rumah Dinas Pemda

Sebelah Barat : dengan Rumah saudara Djoni Karwur

Selanjutnya pula sebagaimana dalam Posita GUGATAN

PENGGUGAT pada angka 5 mendalilkan bahwa berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Banggai Nomor :

590/191/1999 tanggal 't0 Juni tahun 1999 tersebut, TERGUGAT II



telah menguasailmenempati tanah milik Para PENGGUGAT dengan

ukuran luas + 94.8,34 meterz dengan batas-batas :

Sebelah Utara : dengan tanah Jhony Karwur

Sebelah Timur : dengan tanah milik Sophia S Rahman

(PENGGUGAT l) dan Hj. Voniarsih Sahi (PENGGUGAT ll)

Sebelah Selatan : dengan semula tanah milik Sophia S Rahman

sekarang dengan Lukman PilohimaMami Niode

Sebelah barat :dengan Jalan Raya

. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah nampak jelas terdapat

perbedaan batas dan luas tanah dari semula hingga adanya klaim

atas tanah yang menjadi obyek sengketa. Olehnya itu GUGATAN

PENGGUGAT dapat dinyatakan I(ABUR/TIDAK JELAS (obscuur

libel).

b. Bahwa dalam GUGATAN PENGGUGAT, sebagaimana dalam

Posita GUGATAN angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Bapak Linggamo (Pegawai Dinas Petemakan

Kabupaten Banggai) pernah menguasai dan mendirikan taman

unggas di dalam aeral tanah milik orang tua para PENGGUGAT dan

kemudian Bapak Linggamo telah mengembalikan tanah milik

termaksud. Berdasarkan hal tersebut, tidak jelas luas dan batas

tanah yang pemah dikuasai dan selanjutnya telah diserahkan oleh

Bapak Linggamo kepada Para TERGUGAT. Olehnya itu GUGATAN

PENGGUGAT dapat dinyatakan I(ABUF|/TIDAK JETAS (obscuur

libel).

4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG Plt-lAK (Pluium Litis Consortium) :

Bahwa dalam GUGATAN PENGGUGAT tertanggal '16 Juli 2019,

PENGGUGAT mengajukan GUGATAN terhadap PEMERINTAH

KABUPATEN BANGGAI selaku TERGUGAT l, yang pada pokoknya

Obyek Sengketa merupakan sebagian tanah yang dulunya merupakan

Taman Unggas yang di kelolah dan dikuasai oleh Dinas Petemakan Dati

ll Banggai (sekarang Dinas Peternakan Kabupaten Banggai). Bahwa

oleh karena Obyek sengketa tersebut pemah dikuasai dan di kelolah

oleh Dinas Petemakan Kabupaten Banggai, maka sudah seharusnya

PENGGUGAT menempatkan lnstansi tersebut sebagai bagian dalam

pekara ini. Dengan demikian GUGATAN tersebut merupakan

GUGATAN yang kurang pihak (pluium litis consortium) karena masih

ada pihak lain yang seharusnya ikut ditarik sebagai TERGUGAT;
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Bahwa berdasarkan uraian EKSEPSI di atas sudah sepatutnya GUGATAN

PENGGUGATDITOLAKatau dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA(N/bf

O nfu an kel ijke ve rkl aard).

II, DALAM POKOK PERI(ARA:

TERGUGAT I mohon apa yang telah TERGUGAT I sampaikan dalam

bagian EKSEPSI tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan yang

tidak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini, dan TERGUGAT I

menolak dengan tegas keseluruhan dalildalil PENGGUGAT, kecuali yang

diakui secara tegas oleh TERGUGAT l;

1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil GUGATAN PENGGUGAT

sebagaimana Posita angka 1, dengan alasan bahwa PENGGUGAT

tidak secara jelas mengemukakan menyangkut asal-usul penguasaan

tanah baik secara keseluruhan maupun yang didalilkan sebagai Obyek

sengketa. Uraian Posita GUGATAN PENGGUGAT hanya

mengemukakan bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari orang

tua, namun tidak secara jelas mengemukakan asal usul penguasaan

atas obyek tanah tersebut;

2. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil GUGATAN PENGGUGAT

sebagaimana Posita angka 2 dan angka 3 dengan alasan bahwa Bapak

Linggamo adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Petemakan

Kabupaten Banggai (dulu Dinas Petemakan Dati ll Banggai) yang pada

saat itu memang mendapatkan tugas pemerintahan untuk mengelolah

taman unggas di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten

Banggai, dan bahwa dalil PENGGUGAT bahwa bapak Linggamo telah

mengembalikan tanah milik Para PENGGUGAT adalah dalil yang patut

di tolak karena selaku Pegawai Negeri Sipil setlap tindakannya harus

atas perintah dan sesuai aturan yang berlaku, olehnya itu pula Bapak

Linggamo tidak berwenang untuk menyerahkan tanah tersebut

sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berdasarkan alasan tersebut,

GUGATAN PENGGUGAT patut untuk di tolak;

3. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil GUGATAN PENGGUGAT

sebgaimana Posita angka 4, dengan alasan bahwa Keputusan

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sebagaimana Surat Keputusan

Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Banggai Nomor: 590/191/1999 tanggal

10 Juni tahun 1999 tentang Penunjukan Lokasi Tanah Pemda Untuk

Pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai Di Luwuk

merupakan hal yang berdasar, karena obyek tanah yang diserahkan
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merupakan sebagian Enah milik Pemerintah daerah yang tercatat dalam

Kartu lnventaris Barang Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai

pada Dinas Petemakan Dati ll Banggai;

4. Bahwa TERGUGAT I membantah serta menolak secara tegas dalil

PENGGUGAT pada keseluruhan Posita maupun Petitum GUGATAN

PENGGUC.AT yang menyatakan bahwa TERGUGAT ltelah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum dengan berdasarkan Surat Keputusan

Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Banggai Nomor: 590/191/1999 hnggal

10 Juni hhun 1999 tentang Penunjukan Lokasi Tanah Pemda Untuk

Pernbangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai Di Luwuk;

5. Bahwa berdasarkan uraian alasan-lasan yang merupakan bantahan

TERGUGAT lterhadap GUGATAN PENGGUCaAT di atas. Maka, sudah

sepatutnya GUGATAN PENGGUGAT tersebutDlTOLAKatau

sekurang-kurangnyadinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA(Nlef

O ntv a n ke I ij ke ve tuI a a d);

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung

oleh dalildalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT I kemukakan di atas,

maka kami mohon agar YANG MULIA MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri

Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus dengan Amar

Putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT I untuk seluruhnya;

- Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (N,bl

Onvankelijk Vetulaadl

DALAM POKOK PER1GRA:

- Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan

GUGATAN PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk VeHaad);

- Menghukum PENGGUCtrAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

pemeriksaan perkara ini;

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-

adilnya (Ex aequo et bono).

B. DAIAM REKONVENSI
MAJELIS HAKIM Perkara Perdata No.4ZPdI.G/2019/PN.LWK yang kami

Muliakan dan Hormati.
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Dalam kesempatan ini pula perkenankan kami sebagai TERGUGAT I untuk

mengajukan REKONVENSI, dan selanjutnya disebut sebagal PENGGUGAT

REKONVENSI.

Adapun dalam REKONVENSI ini kami ajukan dengan menempatkan :

1. SOPHIA S RAHMAN, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat

tinggal di jln. Lrg. Gunung Tompotika nomor 16 B, Kelurahan Baru,

Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah dalam

hal ini sebagai PENGGUGAT I dalam KONVENSI selanjutnya disebut

TERGUGAT I dalam REKONVENSI;

2. Hj. VONIARSIH SAHI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat

tinggal di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai,

Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini sebagai PENGGUGAT ll dalam

KONVENSI, selanjutnya disebut TERGUGAT ll dalam REKONVENSI;

3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI, berkedudukan di

Kompleks Perkantoran Bukit Halimun (Depan Kantor Polres Banggai),

Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai,

Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini sebagai TERGUGAT lll dalam

KONVENSI, selanjutnya disebut TERGUGAT lll dalam REKONVENSI;

MAJELIS HAKIM Perkara Perdata No.42lPdt.G2019/PN.LWK yang kami

Muliakan dan Hormati.

PENGGUGAT dalam REKONVENSI/TERGUGAT ldalam KONVENS|mohon

apa yang telah disampaikan dalam bagian EKSEPSI dan JAWABAN tersebut di

atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam REKONVENSI,

kecuali yang diakui secara tegas oleh PENGGUGAT dalam

REKONVENSI/TERGUGAT dalam KONVENSI;

1. Bahwa PENGGUGAT dalam REKONVESI berkedudukan sebagai

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai memiliki peran dan tanggungjawab

penting dalam menjaga segala asset pemerintah daerah termasuk sebagian

tanah yang menjadi obyek sengketa;

2. Bahwa sejak tahun 1980an Dinas Petemakan Dati ll Banggai telah

menguasai dan menggunakan tanah untuk taman unggas dengan luas +

2.500 metef yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk,

Kabupaten Banggai;

3. Bahwa untuk kebutuhan bagian dari pelaksanaan pemerintahan di bidang

Kelautan Dan Perikanan dibutuhkan lahan untuk pembangunan Kantor

Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

Stasiun Karantina lkan saat ini merupakan instansi vertikal Kementerian
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Kelautan Dan Perikanan Republik lndonesia, maka Pemerintah Daerah

Kabupaten Banggai menunjuk tanah lokasi bekas taman unggas yang

merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai untuk

pembangunan Kantor dimaksud sebagaimana berdasakan Surat Keputusan

Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Banggai Nomor: 590/191/1999 tanggal '10

Juni tahun 1999 tentang Penunjukan Lokasi Tanah Pemda Untuk

Pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai Di Luwuk. Bahwa,

tanah dimaksud ukuran lebar 28 metef dan Panjang 30 metef atau luas 840

metgf dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah Pemda

Sebelah Selatan dengan tanah Jalan Raya

Sebelah Timur dengan Rumah Dinas Pemda

Sebelah Barat dengan Rumah saudara Djoni Karwur

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat ll

Banggai Nomor : 590i191/1999 tanggal 10 Juni tahun 1999 tentang

Penunjukan Lokasi Tanah Pemda Untuk Pembangunan Kantor Karantina

Kabupaten Banggai Di Luwuk tersebut ditetapkan pula bahwa bangunan

Pemerintah Daerah yang ada pada lokasi tersebut adalah 1 (satu) buah

Kandang Ayam Semi Permanen dan 2 (dua) buah Gudang Semi Permanen

tetap menjadi milik Pemerintah Daerah;

5. Bahwa Dinas Petemakan Dati ll Banggai telah menguasai dan

menggunakan tanah untuk taman unggas dengan luas t 2.500 metef yang

terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan pula

sebagai tanah milik Pemerintah daerah yang tercatat dalam Kartu lnventaris

Barang (KlB) Dinas Petemakan Dati ll Banggai tahun 1982. Selanjutnya

bahwa dengan ditunjuknya lokasi pembangunan Kantor Karantina lkan yang

ada di Kabupaten Banggai sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala

Daerah Tingkat ll Banggai Nomor : 590/191/1999 tanggal 10 Juni tahun 1999

dengan Luas 840 metef , maka masih terdapat selisih sisah tanah

Pemerintah Daerah yang pernah dikuasai dan dikelolah oleh Dinas

Petemakan Dati ll Banggai seluas t 1.660 metef, yang terletak di Kelurahan

Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai yang sebagiannya telah

dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT ll dalam REKONVENSI;

6. Bahwa sebagian tanah yang luasnya + 1.660 metera tersebut, dikuasai oleh

TERGUGAT I dan TERGUGAT ll dalam REKONVENSI dan sebagiannya

telah diterbifl<an Sertifikat Hak Milik oleh TERGUGAT lll dalam

REKONVENSI;
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7- Bahwa oleh karena tanah yang luasnya t 1.660 metef tersebut merupakan

tanah milik Pemerintah Daerah yang pemah dikuasai dan digunakan oleh

Dnas Petemakan Dati ll Banggai, maka penguasaan oleh TERGUGAT ldan

TERGUGAT ll dalam REKONVENSI atas sebagian tanah tersebut

merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa oleh karena TERGUGAT lll dalam REKONVENSI telah menerbifl<an

Sertifikat Hak Milik di atas sebagian tanah tersebut yang sesungguhnya

nrerupakan tanah milik Pemerintah Daerah yang pemah dikuasai dan

digunakan oleh Dinas Petemakan Dati ll Banggai, maka perbuatan

TERGUGAT lll tersebut merupakan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT dalam

REKONVESI/TERGUGAT dalam KONVENSI, bermohon Kepada Majelis Hakim

Yang Mulia memeriksa, mengadili sertia memutus perkara a quo untuk

menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan GUGATAN REKONVENSI oleh PENGGUGAT REKONVENSI

untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa lokasi tanah yang telah ditunjuk untuk pembangunan

Kantor Karantina lkan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat ll Banggai Nomor: 590/'191/1999 tanggal 10 Juni tahun 1999 tentang

Penunjukan Lokasi Tanah Pemda Untuk Pembangunan Kantor Karantina

Kabupaten Banggai Di Luwuk, adalah milik PENGGUGAT REKONVENSI

dari keseluruhan tanah milik Pemerintah Daerah sebagaimana terdaftar

dalam Kartu lnventaris Barang Dinas Peternakan Dati ll Banggai dengan

keseluruhan luasnya t 2.500 meteF;

3. Menyatakan bahwa Penguasaan tianah oleh TERGUGAT ldan TERGUGAT

ll dalam REKONVENSI di atas sebagian tanah yang luasnya * 1.660 metef

tersebut merupakan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT lll dalam REKONVENSI yang

telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas sebagian tanah tersebut

merupakan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan segala Surat-surat dokumen hak atas tanah yang telah

diterbitkan di atas sebagian tanah yang luasnya t 1.660 metef tersebut tidak

memiliki kekuatan hokum yang mengikat dan berlaku;

6. Menghukum TERGUGAT ldan TERGUGAT ll dalam REKONVENSI untuk

mengembalikan atau menyerahkan tanah yang telah dikuasai secara

melawan hukum di atas sebagian selisih sisah tanah yang luasnya t 1.660

meter2, kepada PENGGUGAT REKONVENSI;
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I

PerihaUtitel Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, semakin para

PENGGUGAT tegaskan dalam petitum gugatan para PENGGUGAT

angka 3, 4, dan 5 yaitu:

7. Menghukum para TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya

perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-

adilnya(Ex aequo et bono).

Jawaban Terquqat ll

TERGUGAT ll membantah seluruh dalil4alil yang disampaikan oleh para

PENGGUCtrAT dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

DAIAM KONVENSI

A" DAI}M EKSEPSI

Dalam hukum acara perdata dikenal keberatan dalam bentuk eksepsi yang ditujukan

kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan. Jika gugatan yang diajukan

rnengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah.

Konsekuensi jika gugatan tidak sah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

(inadmissible).

Dabm perkara register Nomor42Fd.Gf2UglPN.Lwk ini TERGUGAT ll mengajukan

eksepsi terdiri dari:

1. EKSEPSIKOMPETENSIABSOLUT

a. bahwa gugatan yang diajukan para PENGGUGAT pada pokoknya adalah

mengenai penguasaan tanah seluas 1948,34 m2 lObyek Sengketa) yang

nenunrt para PENGGUGAT telah diakui kepemilikannya secara melawan

hr-d<um oleh TERGUGAT I dan selanjutnya berdasarkan penunjukkan

bhh diberikan kepada TERGUGAT ll yang sampai dengan saat ini

nerguasai dan mempergunakan tanah dimaksud, atas tindakan tersebut,

para PENGGUGAT menganggap pam TERGUGAT telah melakukan

f perbuatan melawan hukum sebagaimana para PENGGUGAT dalilkan

I dahm gugatiannya halaman tiga angka 7 sebagai berikut:

7. Bahwa oleh karena bidang tanah obyek sengketa adalah
milik Pam Penggugat yang berasal dai Hj. Djudia Nurdin
Sahi bedasafuan waisan dai omng tua Hj. Djudin Sahi
yang bemama Nurdin Sahi (Almarhum) dengan

Wrempuan Kasumba (Almarhumah), maka penguasaan
Tergugat ll atas obyek sengketa sefia pembeian obyek
sengketa kepada Teryugat ll yang dilakukan obh Tergugat
I adalah ditempatkan sebagai serangkaian perbuatan
melawan hukum.
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1 . Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
a. berwenang mengadili perkam berupa gugatan dan

petmohonan;

b. berwenang mengadili Wfuuatan melanggar
hukum oleh pemeintah yaitu pebuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang
kekuasaan pemeintah (Badan dan/atau Pejabat
Pemeintah) yang biasa disebut dengan
onrcchtmatige overheidsdaad (OOD);

c. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang
sudah dipeiksa dan diputus melalui upaya
bading administnsi menjadi kewenangan' Pengadilan Tata lJsaha Negan.

d. sehin mengenai subyek dari gugatan perbuatan melawan hukum para

PENGGUGAT adalah pejabat pemerintah sehingga menjadikan gugatan

para PENGGUGAT merupakan gugatan perbuatan melawan hukum oleh

pernerintah (Onrechtmatige Oveirheidsdaad), mengenai perbuatan para

TERGUGAT juga dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha

Negara yang diperluas berdasarkan Pasal 87 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi kewenangan Pengadilan Tata

Usaha Negara;

e. bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan para PENGGUC:AT

adalah perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, maka yang

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan bukan Pengadilan Negeri

Luwuk;

f. berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR (Henien lnlandsch Reglemenf,

terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim diharuskan

memutus terlebih dahulu dalam Putusan Sela. Untuk itu TERGUGAT ll

mohon agar Mejelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan

menjatuhkan putusan sela dengan amamya sebagai berikut:

MEMUTUS
1) menerima eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan

TERGUGAT II;
2) menyatakan Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus perl<ara a quo;
3) menyatakan Gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima; dan
4) membebankan biaya perkara pada para PENGGUGAT.

g. namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, di bawah ini kami

sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara.

EKSEPSI ERROR /N PERSONA
a. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Pedata: Tentang Gugatan,

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111)

1

2.
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luid*kan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau

Hnn bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai

tsrg4d dikualifikasi mengandung enor in persona;

Hr Eiut Yahya Harahap mengemukakan gugatan yang diajukan oleh

sE fzg tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan

g{At yarg mengandung cacat formil enor in percona dalam bentuk

Cfffoasl in pesona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat

dr rang yang tidak memenuhi syarat untuk itu;

!F PEilGGUGAT dalam gugatannya dengan tegas telah menyatakan

h Oqpk Sengketa seluas t948,34 m2 merupakan bagian dari tanah

-rg 
tua para PENGGUGAT sebagai harta waris dari orang tuanya

Gdr Sdri [almarhum] dengan perempuan Kasumba [almarhumah]),
e-e g-(p m2, atau menjadi seluas t2.845 m2 pada saat penerbitan

Sa Xe*arBan Penguasaan Tanah;

Hra seadainya benar (quad noon) demikian, maka orang yang benar-

Es ngnifti kedudukan dan kapasitas mengajukan gugatan a quo

arlal'h Nudin Sahi dan perempuan Kasumba (Penggugat Asal), namun

l€refia kernatian beralih kepada paralsemua ahli warisnya, tidak hanya

para PENGGUGAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 833 dan Pasal 832

KUHPerdata, berbunyi:

"Pasal 833
Pan ahli wais, dengan sendiiiya karena hukum, mendapat
hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang
omng yang meninggal."

"Pasal 832
Menurut undang-undang, yang berhak untuk menjadi ahli wais
ialah para keluarya sedarah, baik sah maupun luar kawin dan
si suami atau isti yang hidup tedama, menurut pentunn yang
teften dibawah ini. . . "

bahwa oleh karena gugatan seharusnya diajukan oleh semua ahli waris

Nurdin Sahi, bukan hanya para PENGGUGAT, tidak pula para

PENGGUGAT memiliki alas hak (kuasa) mewakili para ahli waris lainnya,

maka gugatan yang demikian mengandung cacat formil enor in persona

dalam bentuk diskualifikasi in persona (para PENGGUGAT tidak

mempunyai hak untuk mengajukan gugatan a quo\.Hal ini selaras dengan

contoh yang diberikan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara

Perdata: Tentang Gugatan, PeNdangan, Penyitaan, Pembuktian, dan

Putusan Pengadilan (hal111 s.d 112), sebagai berikut:

"Diskualifikasi in Person terjadi, apabila yang beftindak
sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syamt
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Diskualifikasi in person bisa juga terjadi apabila Anggaran
Dasar suatu perkumpulan atau perseroan menegaskan,
yang berhak beftindak untuk dan atas nama perkumpulan
itu adalah pengurus secara kolektif. Dalam hal yang seperti
ini, apabila yang bertindak hanya seonng saja, dia benda
di dalam posisi diskualifikasi. Halyang demikian ditegaskan
dalam Putusan MA No. 31751<rPdU1983. Menurut putusan
ini,
o Pasal 9 Anggarun Dasar menentukan yang bethak

bertindak untuk dan atas nama yayasan tedii dari
satuan kelompok Wngurus secara bersama dan
sercntak. Oleh karena itu, harus kelompok itu secan
keseluruhan yang tampil sebagai penggugat.

c Dengan demikian jika seseonng saja yang beftindak
tanpa pelimpahan kuasa dai yang selebihnya, bemfti
omng itu bemda dalam keadaan diskualifikasi in person.

f. berdasa*an hal tersebut di atas, oleh karena telah terbukti gugatan para

PEIIGGUC,AT mengandung cacat formil, maka patut menurut hukum

gr.ga-Er a quo dinyalakan tidak dapat diterima (niet onfuankelijke

valtu@.
GTreATAI.I PARA PENGGUGAT PREMATUR
a Hi,va gwatan para PENGGUGAT belum dapat diterima untuk diperiksa

sendctan)ra di Pengadilan Negeri Luwuk, karena masih prematur dalam

ali brdapat faktor hukum yang menangguhkan gugatan tersebut yaitu

belrn adanya keputusan/penetapan waris atas tanah warisan dari kakek

para PENGGUGAT bemama Nurdin Sahi (almarhum) dengan perempuan

lGsunba (almarhumah) yang sebagiannya diklaim oleh para

PEI.IGGUGAT sebagai obyek sengketa;

b. Perpdihn Agama berwenang rnemeriksa, memutus dan menyelesaikan

ped<araaerkara di tingkat pertama antiara orang-orang yang beragama

bEn di bidang: a. Perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; f. wakaf; g.

hfaq; h. shodaqoh; dan i. ekonomi syariah, sesuai ketentuan Pasal 49

Urdang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang dimaksud

dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan

bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta

peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan

seseomng tentang penetapan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan
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4.

bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana penjelasan Pasal 49

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut;

c. bahwa dengan belum adanya penetapan waris, baik mengenai siapa yang

menjadi ahli waris, maupun penentuan bagian masing-masing ahli waris,

menyebabkan belum jelasnya status subyek dan obyek sengketa dalam

perkara a guq sedangkan suatu gugatan harus jelas subyek dan obyek

sengketanya;

d. oleh karena telah terbukti gugatan para PENGGUGAT prcmaturc (tedalu

dini untuk diajukan), maka patut menurut hukum gugatan a guo dinyatakan

tidak dapat diterima (nbt ontvankelijke vetulaad1.

GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

a. bahwa bentuk lain enor in persona menurut Yahya Harahap yailu pluium

litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik

sebagai tergugat:

r tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai

penggugat atau ditarik sebagai tergugat.

r oleh karena itu, gugatan mengandung eror in persona dalam bentuk

pluium litis consofiium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang

pihaknya.

b. dalam gugatannya angka 1, halaman 2, para PENGGUGAT mendalilkan

bahwa yang bersangkutan adalah anaUahli waris dari Hj. Djudiah, hal

mana Hj. Djudiah adalah anak dari Nurdin Sahi (almarhum) dengan

perempuan Kasumba (almarhumah), pemilik asal tanah seluas t3.000 m2

atau seluas Q..M5 m2 dimana didalamnya menurut para PENGGUGAT

terdapat tanah obyek sengketa;

c. berdasakan dalil tersebut penting dibuktikan sebenamya siapa-siapa ahli

waris dari Nurdin Sahi. Apakah semua ahli waris sudah turut sebagai

Penggugat dalam gugatan a quo, apabila ada ahli waris lainnya selain

para PENGGUGAT, tidak dimasukkan dalam gugatan a quo malra

gugatan para PENGGUGAT dapat dinyatakan kurang pihak dan

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontuankelijke veHaardl, sesuai

dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438KSipi'1980, tanggal

22Marel19B2, dengan kaidah hukum:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diteima, karcna tidak
semua ahli wais turut sebagai pihak dalam prkara."

d. disamping itu para PENGGUGAT dalam gugatannya juga mendalilkan

bahwa sebagian tanah milik orang tua para PENGGUGAT tersebut telah
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dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT I serta Bapak

Linggamo, Pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Banggai, namun

temyata Bapak Linggamo tidak dljadikan tergugat oleh para

PENGGUGAT;

e. bahwa seharusnya unfuk memperjelas riwayat tanah obyek sengketa,

maka Bapak Linggamo juga menjadi pihak dalam perkara ini;

t Mahkamah Agung melalui Yurisprudensinya telah menggariskan bahwa

sernua pihak yang mempunyai kualifikasi dalam gugatan harus dijadikan

phak dalam gugatannya baik sebagai tergugat maupun turut tergugat,

seperti contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125

l(R V1984 menyatakanTudex facfl salah menerapkan tata tertib beracara.

Senesiinya pihak ketiga yang bemama Oji sebagai sumber perolehan hak

Tergugat I (dalam contoh), yang kemudlan dipindahkan Tergugat I (dalam

conbh) kepada Tergugat ll (dalam contoh), harus ikut sebagai Tergugat.

Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan

hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum

Oji menghibahkan kepada Tergugat I (dalam mntoh);

g. oleh karena telah terbukti gugatan para PENGGUGAT kurang pihak

(pluium litis consortium), maka patut menurut hukum gugatan a quo

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke veilaardl.

GUCaATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/IGBUR (OESCUUR L/BEI)

a. bahwa gugatan yang diajukan para PENGGUGAT mengandung unsur

ketidakjelasan (obxuur libetl. Ketidakjelasan tersebut dapat TERGUGAT

ll uraikan sebagai berikut:

1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.

Bahwa para PENGGUGAT dalam posita atau fundamentum Wtendi,

tidak menyebutkan dasar hukum (rechfs grcund) gugatran a quo.

Apakah gugatan a quo merupakan gugatan Perbuatan Melawan

Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365

KUHPerdata, ataukah gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh

Penguasa (PMHP/OOD) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 9

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan.

Selain tidak menjelaskan dasar hukum gugatan a quo, pata

PENGGUGAT juga tidak mejelaskan dasar fakta (feitelijke groundl

dalam hal:
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. sejak kapan dan atas dasar apa pewaris para PENGGUGAT

(Nurdin Sahi [almarhum] dengan perempuan Kasumba

(almarhumah) memiliki tanah seluas t3.000 m2 atau seluas

t2.U5 m2 yang didalamnya menurut para PENGGUGAT

terdapat tanah Obyek Sengketa.

o sejak kapan dan atas dasar apa para PENGGUGAT

memperoleh tanah Obyek Sengketa.

o apakah tanah waris dari kakek para PENGGUGAT tersebut

, telah dibagiatau masih keseluruhan harta waris (boedelwaris).

. berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan tersebut.

2\ Tidak Jelasnya Obyek Sengketa.

Bahwa batas-batas tanah asal yang para PENGGUGAT dalilkan

tidak jelas. Semula para PENGGUGAT mendalilkan tanah pewaris

(Nurdin Sahi [almarhum] dan Kasumba [almarhumah]) berukuran

seluas t3.000 m2, dengan batas-batas:

Utara dengan saluran air;

Timur dengan lorong;

Selatan dengan Jalan Raya Gunung Tompotika; dan

Barat dengan tanahnya Jhony Kanvur.

Lebih lanjut, kemudian para PENGGUGAT mendalilkan bahwa

tanah asal tersebut mengalami- perubahan luas dan batas-batas

tanah menjadi *2.U5 m2, dengan batas-batas:

Utara dengan tanah Jhony Karwur/Saluran Air;

Timur dengan Saluran Air/Lorong;

Selatan dengan Lorong; dan

Barat dengan Jalan Gunung Tompotika.

Menjadi tidak masuk akal apabila batas-batas tersebut berubah,

misalnya Jalan Raya Gunung Tompotika semula berada di sebelah

Selatan, berubah menjadidi sebelah Barat, dan tanah Jhony Kanruur

semula berada di Barat berubah menjadi di sebelah Utara.

Perubahan tersebut seolaholah menunjukkan adanya perubahan

bentuk bidang tanah yang mengakibatkan perputaran batas-batas

tanah tersebut searah jarum jam.

Perubahan yang tidak masuk akal tersebut menyebabkan tidak

jelasnya letak tanah asal para PENGGUGAT yang juga berakibat

pada tidak jelasnya letak Obyek Sengketa.
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tersebut, dinyatakan bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri 1

(satu) buah kandang ayam semi permanen dan 2 (dua) buah

gudang semi permanen milik Pemerintah Daerah.

Dalil para PENGGUGAT menjadi rancultidak jelas sebenamya siapa

pihak yang menguasai tanah dimana di atasnya terdapat taman

unggas, dan telah diterima lagi oleh para PENGGUGAT, apakah

Bapak Linggamo atau Tergugat L

4) meskipun pefrtum gugatan a quo telah sesuai dengan maksud dalam

. posita para PENGGUGAT , namun petitum ke-2 (dua) gugatan a quo

telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa para PENGGUGAT dalam petitum gugatannya angka 2

(dua) meminta,

angka2

"2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang
tanah dengan ukurcn luas !948,34 nf, dengan batas-
batas:

- Utara dengan tanah Djoni Karwu6

- Timur dengan tanah milik Sophia S. Rahman
(Penggugat l) dan Hj. VoniaNh Sahi (Penggugat ll);

- Selatan dengan semula tanah milik Sophia S. Rahman,
sekarang dengan Lukman PibhimatWami Niode;

- Barat dengan Jalan Raya.
Adalah milik Para Penggugat yang diperclehnya atas
dasar warisan dan Hj. Djudia Nudin Sahi in casu onng
tua Para Penggugat.

Berdasarkan petitum di atas, para PENGGUGAT seolaholah

hendak meminta Pengadilan Negeri Luwuk untuk menetapkan

pembagian harta waris, menetiapkan para PENGGUGAT sebagai

ahli waris yang berhak atas pembagian harta waris tersebut.

Petitum dimaksud bertentangan/melampaui kewenangan

Pengadilan Negeri, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 49

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara waris antara pihak-

pihak yang beragama lslam menjadi kewenangan Pengadilan

Agama, tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan dalam lingkup

Peradilan Umum, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor MIi/KumdiU1973/ |Vi1990, tanggal 3 April

1990, angka 16 berbunyi:

angka 16

"16. Perkan waisan yang terjadi antan pihak-pihak yang
berpe*am yang bemgama lslam, akan tetapi diajukan ke
Pengadilan Negei sebelum tanggal 1 Juli 1990 tetap
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dipeiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan dalam
lingkup Pengadilan Umum."

Berdasarkan SE tersebut dapat diartikan setelah tanggal 1 Juli 1990,

terlebih setelah berlakunya UU Peradilan Agama pekara waris

dhjukan ke Pengadilan Agama.

Petitum gugatan yang tidak jelas, bertentangadmelampaui

kewenangan pengadilan pemeriksa perkara menimbulkan cacat

formil gugatan dalam bentuk gugatan kabur (ob scuur libe}.

L. batrm oleh karena gugatan para PENGGUGAT merupakan gugatan

!i*ur (obscuur libel), maka gugatan para PENGGUGAT patut menurut

hlom dinyatakan tidak dapat ditenma (nbt ontuankelijke vefulaad).

POKOK PERKARA

pa PENGGUGAT dalam gugatannya angka 7 halaman tiga telah

ctgq1Fp penguasaan TERGUGAT ll atas Obyek Sengketa merupakan

FtsEr rnehwan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT ll;

d plg disampaikan para PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak benar

dm berdaar hukum karena penguasaan TERGUGAT ll atas Obyek Sengketa

tsHr sah rnenurut hukum;

bdma penguasaan TERGUGAT ll atas tanah kantor Stasiun Karantjna lkan,

Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai yang

berahmat di Jalan Gunung Tompotika Nomor 20 Luwuk, Kabupaten Banggai,

Subwesi Tengah dengan luas keseluruhan 840 m2 perolehannya berasal dari

pe.nyerahan tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat ll Banggai berdasarkan

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Banggai Nomor 590i191/1999

tentang Penunjukkan Lokasi Tanah PEMDA untuk Pembangunan Kantor

Karantina Kabupaten Banggai di Luwuk, tanggal 10 Juni 1999;

dalam riwayatnya, tanah yang diserahkan dan ditetapkan untuk dipergunakan

sebagai kantor TERGUGAT ll tersebut, semula telah berdiri bangunan 1 (satu)

buah kandang ayam semi permanen dan 2 (dua) buah gudang semi permanen

milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, sehingga stiatus tanah tersebut

merupakan Barang Milik Daerah yang digunakan secara langsung oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, hal ini diperkuat dengan telah

dicatatnya tanah tersebut dalam Kartu lnventaris Barang (KlB) Tanah pada

Satker Dinas Petemakan Dati ll Banggai, tanggal B November 1983;

bahwa Kepala Daerah merupakan penyelenggara daerah yang mempunyai

kewenangan dalam pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan

Barang-Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan paragrap 2, Pasal 62 dan
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Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan di Daerah (ketentuan yang berlaku pada saat itu), dimana

berdasarkan keputusan Kepala Daerah, Barang Milik Daerah dapat diserahkan

haknya kepada pihak lain (termasuk Pemerintah Pusat);

perolehan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (kantor

pemerintah) secara langsung melalui penyerahan Barang Milik Daerah juga

dapat dilaksanakan dan tidak melanggar ketentuan Pasal 23 Keputusan

Presiden Rl Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

bahwa selain secara de jure tanah tersebut telah diserahkan dan ditetapkan

untuk digunakan sebagai Kantor Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu

dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai, TERGUGAT ll secara de facto

sejak tahun 2000 juga telah menggunakan tanah tersebut sesuai dengan

peruntukannya dengan membangun:

a. satu gedung kantor seluas 100 m2, kode barang 4.01.01.01.001.1, selesai

dibangun tahun 2005, dengan Surat Keputusan Penetapan Stratus

Penggunaan (PSP) Nomor 143/l(M.6MKN.16/1fl 1.03201 5, tanggal 23

November2015, angka 5, lampiran;

b. satu gedung laboratorium seluas 119 m', kode barang 4.01.01.05.001.1,

selesai dibangun tahun 2005, dengan Surat Keputusan Penetapan Status

Penggunaan (PSP) Nomor 143/(M.611//KN.16/KNL.0320'15, tanggal 23

November2015, angka 10, lampiran;

c. satu gedung kantor seluas 9 m2, kode barang 4.01.01.02.001.1, selesai

dibangun tahun 2005, dengan Surat Keputusan Penetapan Status

Penggunaan (PSP) Nomorl43/KM.6A /KN.'16KN1.03201 5, tanggal 23

November2015, angka 9, lampiran;

d. satu gedung laboratorium seluas 72 m', kode barang 4.01.01.05.001.2,

selesai dibangun tahun 2005, dengan Surat Keputusan Penetapan Status

Penggunaan (PSP) Nomor 143KM.6MKN.16KNL.03201 5, tanggal 23

November 2015, angka 1 1, lampiran;

e. satu gedung pos jaga seluas 40 m2, kode barang 4.01 .01.13.001.1, selesai

dibangun tahun 2005, dengan Surat Keputusan Penetapan Status

Penggunaan (PSP) Nomor 143/KM.6ANKN.16/1fl L.03201 5, tanggal 23

November2015, angka 13, lampiran;

f. satu gedung kantor seluas 130 m2, selesai dibangun tahun 2011, dengan

Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Nomor

51/KM.6A/VKN.16/KNL.032019, tanggal 10 Mei 2019, angka 1, lampiran;

\



p& saat pembangunan gedung{edung kantor TERGUGAT ll tersebut (yang

EHr dinulai sejak tahun 2000), para PENGGUGAT tidak pula pemah

rE {p|*an keberatan.

Egrr Hah dibangunnya gedunggedung kantor TERGUGAT ll untuk

eei*aa trgas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang

per}aztiuan ikan, membuKikan itikad baik TERGUGAT ll dalam

nsglrC€r' tanah yang telah diserahkan TERGUGAT I sesuai dengan

pen tJsn),a.
src bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Barang Milik Negara,

s.6rF densan amanat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah

ibru Z/ Tahun 2014 tentiang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang

bertmyi:

"Pasal 43
(1). Banng Milik NegamtDaenh (BMND) berupa tanah harus

di*rtipikatkan afas nama Pemeintah Republik
lnhrresia/Pemeintah Daemh yang bersangkutan."

TERGUCTAT ll juga telah mengajukan permohonan alas hak kepada Kantor

Pertanahan Kabupaten Banggai sebagaimana tanda terima permohonan

Nomor 106972019, tanggal 13 Juni 2019, namun oleh karena adanya

keberatan dari para PENGGUGAT, proses sertipikasi tersebut terhenti dan

belum dapat ditindaklanjuti;

dalam menyelesaikan keberatan para PENGGUGAT, TERGUGAT ll telah

berupaya menyelesaikannya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan

dengan para PENGGUGAT baik di Kantor TERGUGAT ll maupun di kantor

Pertanahan Kabupaten Banggai dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan

hasil:

a. berita acara mediasi tanggal 22Februai2019.

1) akan dilaksanakan kegiatan pengukuran untuk mengetahui lokasi

yang dipermasalahkan;

2) BPN Kabupaten Banggai akan melaksanakan gelar kasus secara

intemal;

3) PEMDA Kabupaten Banggai akan mencari bukti awal perolehan

tanah yang dikuasai oleh Stasiun Karantina lkan; dan

4) daftar hadir merupakan bagian dari berita acara mediasi ini.

b. berita acara mediasi tanggal 1 Maret 2019.

1) menyarankan kepada pihak ahli waris DJUDIA SAHI untuk

mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Luwuk;

\
d
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2) Gugatan didaftarkan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal

mediasi ini;

3) persertipikatan atas bidang tanah tersebut di pending sampai ada

keputusan tetap atas tanah tersebut.

Berdasarkan hasil mediasi kedua tersebut disepakati bahwa para ahli waris lbu

D.JUDIA SAHI untuk mendaftarkan gugatan kepada Pengadilan Negeri Luwuk

palrB hmbat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal mediasi kedua, namun sampai

derBan jangka waKu tersebut berakhir pada tanggal 1 April 2019, TERGUGAT

ll bdum menerima panggilanirelass sidang atas gugatan para ahli waris

frdsud. baru pada tanggal 16 Juli 2019, para PENGGUGAT mengajukan

gugatan. Sehingga sesungguhnya para PENGGUGAT telah tidak

nerggunakan hak-nya sebagaimana kesepakatan mediasi tersebut dan proses

sertpikasi atas bidang tanah yang telah dikuasai TERGGUGAT ll tersebut dapat

dtanjuU<an, atau setidak-tidaknya gugatan para PENGGUGAT dapat dinyatakan

brat waktu (daluarsa);

10. lebh dari itu, para PENGGUGAT pada tanggal 4 April 2019, tanpa

seperpetahuan dan izin dari TERGUGAT ll telah memasang spanduUplang

ncqatakan sebagai pemilik tanah di pagar kantor TERGUGAT ll. Tindakan

para PENGGUGAT tersebut telah melanggar hukum dan merugikan

kepentingan TERGUGAT ll sehingga telah menuhi unsur perbuatan melawan

ht kum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata (foto akan diajukan

sebagai buKi);

11. berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbuKi penguasaan tanah dimana

berdiri kantor Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil

Perikanan Luwuk Banggai oleh TERGUGAT ll tidak melanggar hukum dan

perafu ran perundang-undangan (sah menurut hukum);

12 oleh karena telah terbuKi penguasaan Tanah tersebut oleh TERGUGAT ll tidak

rnehnggar hukum dan perundang-undangan maka gugatan para PENGGUGAT

haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM REKONVENSI

'! bahwa TERGUGAT ll konvensi, sekarang dalam kedudukannya selaku

PENGGUGAT REKONVENSI ll, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi

terhadap para PENGGUGAT konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku

para TERGUGAT REKONVENSI;

2. bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas,

mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;

\
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dabm gugatan rekonvensi ini PENGGUGAT REKONVENSI ll kemukakan

l<endlali bahwa PENGGUGAT REKONVENSI ll adalah pemilik sah atas tanah

inana saat ini berdiri kantor Stasiun Karantina lkan Pengendalian Mutu dan

lkrstan Hasil Perikanan Luwuk Banggai yang beralamat di Jalan Gunung

Tcrpd<a Nomor 20 Luwuk, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten

ESEi Suhwesi Tengah dengan luas 840 m2 berdasarkan penyerahan dari

frerGAT I sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Banggai

hr 5ry191/1999 tentang Penunjukkan Lokasi Tanah PEMDA untuk

Effiqrysr lGntor Karantina Kabupaten Banggai di Luwuk, tanggal 10 Juni

rsq
EE sei* PENGGUGAT REKONVENSI ll menerima dan menguasai tanah

kErr. PENGGUGAT REKONVENSI ll telah menggunakan dan

rarAarnya sesuai dengan peruntukan sebagaimana PENGGUGAT

REI@NVENSI ll dalilkan pada jawaban konvensi angka 7 halaman 1'l dalam

lurrrri Esebut di atas;

pe saat PENGGUC:AT REKONVENSI ll menggunakan dan memanfaatkan

trdt Ersebut, tiba-tiba pada tanggal 5 Desember 2018, para TERGUGAT

REKON/ENSI mengirimkan somasi dan menyatakan bahwa tanah yang

PENGGUGAT REKONVENSI ll tempati adalah milik-nya;

G sornasi para TERGUGAT REKONVENSI tersebut, PENGGUGAT

REKOiIVENSI ll telah menyampaikan jawaban pada tanggal 1 1 Februari 2019,

dan juga memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai

ufr.rk mengadakan mediasi atas klaim para TERGUGAT REKONVENSI

brsebuL Selanjutnya Kantor Pertanahan telah mengadakan 2 (dua) kali mediasi

ylaibJ pada langgal 22 Februari 2019, dan pada tanggal 1 Maret 2019. Dalam

rnediasi tersebut sama sekali tidak diputuskan bahwa para TERGUGAT

REKOI{/ENSI adalah pemilik sah tanah Obyek Sengketa;

pada tanggal 4 Aprtl 2019, tanpa sepengetahuan dan izin dari PENGGUGAT

REKONVENSI Il, para TERGUGAT REKONVENSI telah memasang

spanduUplang di pagar kantor yang menyatakan sebagai pemilik tanah di

pagar kantor PENGGUGAT REKOIWENSI ll;

bahwa tindakan para TERGUGAT REKONVENSI tersebut seolaholah telah

meletakkan hak milik (memiliki) secara sepihak terhadap tanah tersebut yang

berpotensi dapat dianggap menganggu penggunaan atas suatu bidang tanah

sebagaimana dilarang oleh ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor5l Tahun'1960, yang berbunyi:

I
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"Pasal 6
(1). Dengan tidak mengurangi belakunya ketentuan dalam pasal 3,

4, dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan
*lama-lamanya 3 (iga) bulan dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp.5000,- (lima ibu rupiah):
a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang bertrak atau

kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika
mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan
mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);

b. banng siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya
yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang
tanah;

c barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau
menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan
pehuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dai
ayat (1) pasal ini; dan

d. banng siapa membei bantuan dengan cara apapun juga
untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau
hunLf b dai ayat (1) pasal ini."

ErE thdal€n para TERGUGAT REKONVENSI yang telah memasang

*arillDArg kepemilikan di pagar kantor PENGGUGAT REKONVENSI ll

nEs*irr' para TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki alas hak yang sah

rrqpa*an perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan

PEd 1365 KUH Perdata, yang dapat diajukan tuntutan ganti rugi atas tindakan

a

& tidakan para TERGUGAT REKONVENSI tersebut, secara nyata telah

ngnd&atkan nama baik dan kehormatan PENGGUGAT REKONVENSI ll

ercemar dimata masyarakat, dan juga berpengaruh pada menurunnya

licfa para pegawai PENGGUGAT REKONVENSI yang meskipun ganti rugi

qt.* pernulihannya tidak dapat dinilai dengan uang sehingga dalam gugatan

rckonvensi ini PENGGUGAT REKONVENSI menuntut kerugian immateriial

$cara tanggung renteng sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan

&k berlebihan pula kiranya PENGGUGAT REKONVENSI menuntut para

TERGUGAT REKONVENSI untuk meminta maaf secara terbuka melalui media

cetak lokal (Luwuk Post dan Harian Banggai Raya) dan nasional (Kompas)

sebma 3 (tiga) hari berturut-turut,

bahwa untuk menjamin para TERGUGAT REKONVENSI akan melaksanakan

puhrsan atias gugatan rekonvensi ini, maka PENGGUGAT REKONVENSI

memohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dapat meletakkan

sita jaminan (Conservotoir Bes/ag) terhadap:

a. bangunan rumah TERGUGAT REKONVENSI lyang terletak di Jalan Lrg.

Gunung Tompotika Nomor 168, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk,

Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
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I
ElilEl(Sl juga memohon kiranya Majelis Hakim Perkara a quo dapal

re,GATREKONVENSI;
h Gr karena gugatan rekonvensi ini telah didasarkan pada bukti-buKi

q tilak terbantahkan, PENGGUGAT REKONVENSI memohon

F tlqdb Hakim Pemeriksa a quo dapat menetapkan pelaksanaan

tsgr E lebtlr dahulu (uitvoebarr bij voorraad) meskipun ada upaya banding,

-inEpunvezet;rlf rsianin pelaksaan putusan dalam gugatan rekonvensi ini, maka wajar

ts PEI{GGIJGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa

k uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

n.3irl per had yang harus dibayar para TERGUGAT REKONVENSI secara

lrggrr€ renteng apabila lalai dalam melaksanakan putusan Pekara a quo.

DALAM PERMOHONAN

kr seluruh uraian dalil di atas, dengan ini TERGUGAT II/PENGGUGAT

NSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a guo berkenan

-i-:-r -:^_::-^(ar putusan sebagai berikut:

' l:_:'.r <cNVENSt

DALAM EKSEPSI

1) Menerima EkSepSiTERGUGAT ll untuk seluruhnya;

2l Menyatakan Gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima (nret

onfuankelijke ve tuI aa rd'1.

DAI.AM POKOKPERKARA

It/bnolak Gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DAIAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

Memerintahkan para TERGUGAT REKONVENSI untuk melepas

spanduUplang kepemilikan sepihak di pagar kantor PENGGUGAT

REKONVENSI atau segala macam bentuk klaim sepihak terhadap

kepemilikan tanah tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Edr dan bangunan rumah TERGUGAT REKONVENSI ll yang terletak di

Erdm Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai,

Pro*si Suhwesi Tengah.

r tnt* mencegah kerugian yang lebih besar, PENGGUGAT
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B DAIAM POKOKPERKARA

1) Menerima gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;

2l Menyatakan para TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum;

3r llenghukum para TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung

renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada PENGGUGAT

REKONVENSI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tunai

dan sekaligus melalui rekening kas Negara dengan kode akun

425332,

lt libnyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservotoir Beslag)

erhadaP:

4 bangunan dan rumah TERGUGAT REKONVENSI I yang

terletak di Jalan Lrg. Gunung Tompotika Nomor '168,

Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai,

Provinsi Sulawesi Tengah;

D tanah dan bangunan rumah TERGUGAT REKONVENSI ll

yang terletak di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara,

Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

5r [ienghukum para TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung

renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rup,iah) setiap harinya apabila para

TERGUGAT REKONVENSI lalai melaksanakan isi putusan perkara

ini melalui kas Negara dengan kode akun 425332;

6) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dahulu (UrI

Voehaar by voonaad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi,

maupun vezet.

DAI-AI\,i KONVENSI DAN REKONVENSI

llerphukum para TERGUGAT ll KONVENSI/para TERGUGAT REKONVENSI

rrtk membayar biaya perkara akibat pemeriksaan pekara a quo.

{ ATAU

lpdaa llajelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang

,snTerquqatlll
L DAI-AM EKSEPSI

A Eksepsi ObscuurLibel

Para Penggugat tidak cermat dalam menguraikan objek sengketa in casu
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sdt€ga membuat objek sengketa tidak jelas / kabur (obscuur libel).

l- Bahwa pada gugatannya angka 5, Para Penggugat mendalilkan :

fulwa bedasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daenh Tingkat ll
Banggai, Nomor 590/191/1999, tanggal 10 Juni 1999 tersebut,

Tagugat ll telah menguasai / menempati tanah milik Pan Penggugat

&gan ukunn luas t 948,342 dengan batas-batas:

- Uan dengan tanah Djoni Karvvur;

- Timur dengan tanah milik Sophra S. Rahman (Penggugat l) dan Hj.

. Voniarsih Sahi (Penggugat ll);

- Selatan dengan semula tanah milik Sophra S. Rahman, sekarang

dengan Lukman Pilohima/Wami Nide;

- Bant dengan Jalan Raya.

Bahwa bidang tanah yang tetetak di Kelunhan Baru sesuai ukuran

dan batas-batas tanah sebagaimana diumikan dalam posita point 5 ini

ditetapkan sebagai Objek Sengketa perkan perdata ini".

2. Bahwa Pada gugatan tersebut Para Penggugat hanya menyebutkan

luas persegi dan tidak menyebutkan dengan jelas panjang masing-

masing sisi dari tanah yang menjadi objek sengketa r'h casu.

3. Kondisi tersebut menjadikan objek sengketa yang dimaksud oleh Para

Penggugat tidak jelas karena tidak diketahui secara pasti

bagaimanakah bentuk dan panjalg masing-masing sisi dari bidang

tanah yang menjadi objek sengketa, apakah bidang tanah tersebut

berbentuk persegi atau persegi panjang atau trapesium atau jajar

genjang atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan sudut-sudut yang jelas.

Para Penggugat tidak memahami tentang riwayat tanah yang menjadi objek

sengketa sehingga gugatan menjadi tidak jelas.

4. Bahwa pada gugatannya angka 1, Para Penggugat mendalilkan :

"Bahwa Penggugat-penggugat adalah anaA ahli wais dai Hj. Djudiah

hal mana Hj. Djudiah Sahi adalah anak keturunan yang dipercleh dai
perkawinan antara Nurdin Sahi (Almarhum) dengan perempuan

Kasumba (Almarhumah). Bahwa semasa hidupnya, Nudin Sahi

(Almarhum) dan percmpuan Kasumba (Almarhumah) ada memiliki

hampann tanah pekarangan yang teletak di Kelunhan Baru,

Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, berukunn luas ! 3.000 metef

dengan bata*batas:

- Utara dengan salumn aic

- Timur dengan lorong;
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- Selatan dengan Jalan Raya Gunung Tompotika;

- Bant dengan Tanahnya Jhony Karwur.

Ednra sesual hasil pengukuran dalam kenngka penehitan Surat

l(&tangan Penguasaan Tanah, maka bidng tanah milik Nudin Sahi

(Nnarhum) dengan Perempuan Kasumba (Almarhumah) yang

usidi harta waisan Ny. Djudia Nurdin Sahi (Orang Tua Para

fuqgqat). telah mengalami perubahan ukuran luas serta batas-batas

Eah yang adalah sebagai beikut: berukuran ! 2.845 metel dengan

hs{atas:
- Lhara dengan tanah Jhony Karwur/ Saluran Ai4

- Enur dengan Saluran Air/ Lorong;

- *latan dengan Lorcng;

- kmt dengan Jalan Gunung Tompotika."

i kn dalilnya di atas Para Penggugat menjelaskan bahwa terjadi

penbahan ukuran luas serta batas-batas tanah yang menjadi objek

serpkeb yang semula t 3.000 metef menjadi t 2.845 mete/ .

6 B*wa Para Penggugat dalam dalilnya tersebut tidak menjelaskan

Efltang bagaimana perubahan ukuran tersebut bisa tefiadi, sehingga

s€akan-akan perubahan ukuran tersebut terjadi dengan sendirinya

tarpa diketahui oleh Para Penggugat.

Hddil Para Penggugat tentang asal-usul tanah yang menjadi objek

serpt<e tiiak jelas.

v. Para Penggugat dalam gugatannya angka 7 mendalilkan:

'Bahwa oleh karena bidang tanah objek sengketa adalah milik Paru

Penggugat yang berasal dan Hj Djudia nurdin Sahi berdasatuan

vraisan dai orang tua Hj. Djudia Nurdin Sahi yang bemama Nurdin

Sahi (Almarhum) dengan perempuan Kasumba (Almarhumah), maka

renguasaan Tergugat ll atas objek sengketa serta pembeian objek

sengketa kepada Tergugat ll yang dilakkan oleh Tergugat I adalah

ditempatkan sebagai semngkaian petbuatan melawan h ukum".

8. Dalam uraian dalilnya di atas, Para Penggugat hanya menyebutkan

bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal dari

Hj. Djudia Nurdin Sahi.

9, Sehingga kita tidak dapat memahami apa yang dimaksud dengan

berasal, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah hanya dikenal

beberapa bentuk peralihan hak atas tanah, diantaranya: jual beli, hibah,



tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan, pemindahan hak

dengan lelang, peralihan hak karena pewarisan hak, peralihan hak

karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi dan

pembebanan hak.

::,. Jadi dapat kita pahami bahwa asal-usul atau dasar pengakuan hak

oleh Para Penggugat terhadap objek sengketa tidaklah jelas.

B, Elseosi Kornpetensi Absolut

lErErsulJGn Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai sebagai Tergugat lll

ckn perkara A quo adalah sebuah kekeliruan dan mengakibatkan

rungaen Negeri Luwuk tidak berwenang untuk mengadili pekara A quo.

l: Pra Penggugat dalam gugatannya angka 6, mendalilkan:

'Hnta atas penguasaan Tergugat ll atas objek sengketa maka Para

fupgqat telah berulangkali menghubungi Tergugat ll untuk

naryupayakan penyelesaian status pemilikan objek sengketa, namun

#i Wg ditempuh Para Penggugat tidak mendapatkan tanggapan

yang bnfti sesuai dengan hanpan Para Penggugat, dan justru
-fagugat ll telah mengajukan Permohonan Pendaftamn Tanah objek

wtgketa kepada Tergugat lll untuk penekitan Hak Pakai.

krdasafuan Dokumen Tanda Teima Nomor Berkas Permohonan

16972019, tanggal 13 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat

lll. maka adalah cukup bemlasan_ untuk menempatkan Tergugat lll

*bagai pihak dalam pe*an ini".

',2. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupateukota yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan

Tata Ruang/l(epala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor

Wlayah Badan Pertanahan Nasional. Jadi, Kantor Pertanahan

Kabupaten Banggai adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Banggai.

13. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyebutkan bahwa:

"Kementerian Agruia dan Tata Ruang mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemeintahan di bidang agraia/pertanahan

dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemeintahan negam".

14. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Hukum Acara Peradilan Tata Usha Negara yang terakhir kali diubah

Halaman 37 dai 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42JPdI.G/2019/PN Lwk



Crgan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

l(ed.ta atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum

ba Peradilan Tata Usha Negara menyebutkan bahwa:

'fut atau Pejabat Tata Usaha Negam adalah Badan atau Pejabat

png melal<sanakan urusan pemeintahan berdasarkan pemtunn

ptnfugrund ang a n yang be I aku".

ttsi raian Nomor 11 sampai dengan 14 di atas dapat dipahami bahwa

l(ztr Pertanahan Kabupaten Banggai (lergugat lll) adalah instansi

- Erd<al dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

lffi yang menyelenggrakan urusan pemerintahan. Sehingga

f*nr4B Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai adalah termasuk

rorrt!,ai Badan atau pejabatTata Usaha Negara.

BJrra karena Tergugat lll adalah termasuk sebagai Badan atau

Ritd Tata Usaha Negara maka tindakan Tergugat lll dalam hal ini

rg-rblkan tanda terima abs permohonan pendaftaran tanah objek

=nd€ta dengan nomor berkas permohonan 1069712019, tanggal 13

.lri 2019 sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat adalah

sangkaian kegiatan yang dilaksanakan atras kedudukannya sebagai

kraEu PejabatTata Usaha Negara.

lGmdian Berdasakan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun

lS Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang

Erddlir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentarp Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentarp Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan

bdu/a:

futgadilan beftugas dan berwenang memeiksa, memutus, dan

nstyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

Yarg dimaksud pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara.

Sehingga apabila Para Penggugat merasa dirugikan dengan kegiatan

yarg dilakukan oleh Tergugat lll maka berdasarkan Pasal 47 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata

l.lsaha Negan yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang

tlornor 51 Tahun 2009 Tentiang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 5 Tahun '1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata

Usha Negara seharusnya Para Penggugat menggugat Tergugat lll ke

Pengadilan Tata Usaha Negara.

[\ilencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan
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sengketa tata usaha negara dalam satu gugatan adalah suatu tindakan

yang tidak cermat, membingungkan majelis hakim yang memeriksa.

&epsi Error /n Persona

q{en Para Penggugat salah sasaran karena menarik Kantor Pertanahan

fa+*n Banggai sebagai Tergugat lll yang tidak memiliki keterkaitan

Gtgan permasalahan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud

ka Fenggugat.

Zr- Para Penggugat dalam gugatannya angka 7 mendalilkan:

- fuhwa obh karena bidang tanah objek sengketa adalah milik Para

fuggugat yang berasal dan Hj. Djudia nudin Sahi berdasafuan

Eisan dai orang tua Hj. Djudia Nurdin Sahi yang bemama Nurdin

Hi (Nmarhum) dengan percmpuan Kasumba (Almarhumah), maka

perrgpasaan Tergugat ll atas objek sengketa sefta pembeian objek

qlcla kepada Teryugat ll yang dilakukan oleh Tergugat I adalah

@<an sebagai senngkaian perbuatan melawan hukum".

2l- Bdxua pada dalilnya tersebut di atas jelas-jelas Para Penggugat

rsasa bahwa yang melakukan Perbuatian Melawan Hukum adalah

Teqr4at I dan Tergugat ll karena Tergugat ll menguasai objek

serBleta dan Tergugat I memberikan objek sengketa kepada Tergugat

It

ZL Tfu, ada dalil dalam gugatian Para Penggugat yang menjelaskan

bdua Tergugat lll menguasai objek sengketa atau melakukan

serangkaian perbuatan melawan hukum.

B- lbngingat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik lndonesia No.

2471KlSipl1981 tanggal 18 Januari 1982 yang dengan tegas

renyatakan bahwa adalah wewenang dari pihak Penggugat untuk

menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya dan didukung dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik lndonesia No.

1O72KSipl1982 tanggal 1 Agustus 1983, dimana gugatan cukup

ditujukan kepada yang secara nyata (feitelijk) menguasai objek

sengketa.

24. Bahwa dalam hal ini Tergugat lll bukanlah pihak yang menguasai objek

sengketa maka tindakan Para Penggugat yang memasukkan Tergugat

lll sebagai Tergugat adalah gugatan yang salah sasaran.

I. Tntr.AM POKOKPERKARA

PerBfiun Permohonan Hak Pakai yang diajukan oleh Tergugat ll kepada

TeAlEat lll sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di lndonesia;

g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Intemasional."

28. Kemudian Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996

Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas

Tanah menjelaskan bahwa:

"Hak Pakai atas tanah Negara dibeikan dengan keputusan

pembeian hak oleh Mentei atau pejabat yang ditunjuk'.

Terkail kewenangan pemberian hak kemudian diatur lebih spesifik

. dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan

Nasional Nomor 2 Tahun 20'13 Tentang Pelimpahan Kewenangan

Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, Pasal 5

menyebutkan bahwa:

"Kepala Kantor Pertanahan membei keputusan mengenai:

a. pembeian Hak Pakai untuk onng perceorangan atas tanah

peftanian yang luasnya tidak lebih dai 50.000 M'? (lima puluh ibu

meter persegi);

b. pembeian Hak Pakai untuk otang pe6eonngan atas tanah

non peftanian yang luasnya tidak lebih dai 3.000 M'z (tiga ibu

meter persegi);

c. pembeian Hak Pakai untuk badan hukum swasla

BUMN/BUMD atas tanah non peftanian yang luasnya tidak

lebih dai 20.000 M'z (dua puluh ibu meter persegi);

d. pembeian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan; dan

e. pembeian Hak Pakai aset Pemeintah Pusat dan Pemeintah

Daerah.

29. Dari uraian angka 25 sampai dengan 28 di atas dapat kita pahami

bahwa Tergugat ll adalah salah satu Pihak atau subyek yang berhak

untuk mengajukan permohonan hak pakai, sedangkan Tergugat lll

adalah Pihak atau subyek yang berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan memiliki wewenang untuk menerbitkan atau memberikan

Hak Pakai;

30. Sehingga Pengajuan permohonan hak pakai yang diajukan oleh

Tergugat ll kepada Tergugat lll sudah tepat sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Tergugat lll selaku Pihak yang berwenang dalam penerbitan hak pakai telah

memproses pengajuan permohonan hak pakai yang diajukan oleh Tergugat

ll sesuai dengan ketentuan yang berlaku

\
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3,l. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya angka 6 menyebutkan

bahwa:

"bahwa atas penguasaan Tergugat ll atas objek sengketa maka Pan

Penggugat telah berulangkali menghubungi Tergugat ll untuk

mengupayakan penyelesaian status pemilikan objek sengketa, namun

jalan yang ditempuh Pam Penggugat tidak mendapatkan tanggapan

yang benrti sesuai hanpan Pan Penggugat, dan justru Teryugat ll

telah mengajukan Permohonan Pendftann Tanah objek sengketa

, kepada Tergugat lll untuk penebitan Hak Pakai. Berdasarkan

Dokumen Tanda Teima, Nomor Berkas Permohonan 106972019,

tanggal 13 Juni 2019 yang ditandatangai oleh Teryugat lll, maka adalah

cukup beralasan untuk menempatkan Tergugat lll sebagai Pihak dalam

pe*an inf'i

32. Bahwa Tergugat lll dalam rangka memproses pengajuan permohonan

hak atas tanah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri

Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan

Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

33. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran menyebutkan bahwa:

"Obyek pendaftaran tanah meliputi: 
-

a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna

usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;

b. tanah hak pengelolaan;

c. tanah wakaf;

d. hak milik atas satuan rumah susun;

e. haktanggungan;

f. tanah Negam."

34. Sehubungan dengan tanda terima dokumen sebagaimana didalilkan

oleh Para Penggugat, istilah yang digunakam di Lingkungan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

adalah "Surat Tanda Terima Dokumen".

35. Pada Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan

Dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat

ditemukan pemgertian dari "Surat Tanda Terima Dokumen", yaltu:

Surut yang dibeikan oleh Petugas Loket kepada pemohon
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sehubungan dengan berkaddokumen permohonan pelayanan

pertanahan yang bercangkutan diteima obh Petugas Loket.

36. Surat Tanda Terima Dokumen sebagaimana didalilkan oleh Para

Penggugat merupakan dokumen yang diberikan oleh Tergugat lll

kepada Tergugat ll dalam rangka proses pendaftaran hak pakai yang

diajukan oleh Tergugat ll, dan diterbitkannya Surat Tanda Terima

Dokumen adalah bagian dari Shndar Prosedur Pelayanan yang

berlaku di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan

. Perhnahan Nasional guna menjadi bukti bahwa Pemohon telah

menyerahkan dokumen atau beberapa dokumen kepada Petugas

Loket;

37 . Kemudian setelah berkas-berkas atau dokumendokumen permohonan

yang diajukan oleh Pemohon diterima oleh Petugas Loket, proses

dilanjutkan dengan tahapan tahapan sebagaimana diatur pada Pasal

53 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan

Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sebagai

berikut:

"Setelah befuas pemohonan diteima, Kepala Kantor Petanahan:

l. Memeiksa dan meneliti kelengkapan data yuidis dan data fisik

2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lmpinn 4;

3. Membeikan tanda terima berkas pemohonan sesuai formulir isian

contoh Lmpiran 5;

4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang

dipelukan untuk menyelesaikan permohonan tercebut dengan

inciannya sesuai dengan ketentuan peratumn perundang-

undangan yang berlaku, sesuaiantoh Lampinn 6."

38. Jadi, berdasarkan uraian nomor 31 sampai dengan 37 di atas dapat

kita pahami bahwa tindakan Tergugat lll dalam memproses pengajuan

permohonan hak pakai yang diajukan oleh Tergugat ll adalah sebuah

kegiatan administrasi yang diatur secara jelas dalam Peraturan

Perundang-undangan.

PETITUM

1. Dalam Eksepsi

1.1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat lll untuk seluruhnya;

1.2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nlef

o ntvan ke I ij ke ve fulaa rd|;
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Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat

telah mengdjukan Replik tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat l,

Tergugat ll dan Tergugat lll telah mengajukan Duplik masing-masing tanggal 18

September2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam Jawaban Tergugat l,

Tergugat ll dan Tergugat lll terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili

absolut perkara a quo, maka Majelis Hakim pada tanggal 2 Oktober 2019 telah

menjatuhkan putusan sela yang amamya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat l, Tergugat ll dan Tergugat lll;

2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjufl<an persidangan;

3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai

kewenangan mengadili absolut ditolak maka pemeriksaan dilanjud<an ketahap

pembuktian dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Para Penggugat

telah mengajukan bukti{ukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk No.474.41576n11/95, tanggal 20 Maret

1995, an. Hj. Djudia Nurdin Sahi, diberitanda bukti P.1;

2. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594.2lUlllll1995, tanggal 20

Maret 1995, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotocopy Surat Pemyataan tanggal22 Maret 1995, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotocopy Surat Nomor 593.7/401/Irtlanpol.Kec-LwU94, tanggal 28 Juli 1994,

perihal gugatan, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotocopy Surat Nomor 8.1143f22.0lPL.214Xlf2UB, tertanggal 30 November

2018, perihal tindak lanjut surat tanggal 1 Agustus 2018, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotocopy Surat Keterangan No. 470l57lPem-KB, tanggal 9 Oktober 2019, diberi

tanda bukti P.6;

2. Dalam Pokok Perkara

2.1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2.2 Memerintahkan kepada Tergugat lll untuk melanjutkan proses

permohonan hak pakai nomor berkas 10697D019 yang diajukan

oleh Tergugat ll.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhomat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat lll

memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ef a quo et bono).
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Menimbang, bahwa terhadap buKi-bukti surat tersebut telah dicocokkan

dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda P.5 sesuai dengan

fotocopynya (tidak dapat ditunjukkan surat aslinya) serta kesemua bukti surat tersebut

telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan buKi surat tersebut di atas, Para

Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni saksi BURHANUDIN

MANG, saksi LUKMAN PILOHIMA, saksi BEATRIS BOLANG dan saksi ROHANI

AKlLl, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya

sebagaimana terurai lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguafl<an dalil sangkalannya, Para Tergugat

telah mengajukan buKi-buKi surat sebagai berikut:

Bukti Surat Terquqat I

1. Fotocopy Kartu lnventaris Barang (KIB) Tanah, yang dibuat oleh Kepala Bagian

Tata Usaha Dinas Petemakan Dati ll Banggai, diberi tanda buKi T.l-1;

2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat ll Banggai Nomor 235/AL-

120/1988 tanggal 29 Februari 1988, diberi tanda bukti T.l-2;

3. Fotocopy Surat Kepala Dinas Petemakan Daerah Tingkat ll Banggai kepada

Bupati Banggai tanggal 20 Juli 1995, diberi tanda buKi T.l-3;

4. Fotocopy Surat Pemyataan dari Lambani Syarifi selaku Staf Kantor Kelurahan

Baru, tanggal 25 Juli 1995, diberi tanda buKi T.l4;

5. Fotocopy Surat Camat Luwuk kepada Kepala Kelurahan Luwuk tanggal 27 Juli

1995, diberi tanda bukti T.l-5;

6. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Banggai No.

590/1 91/1 999, diberi tanda buKi T.16;

7. Fotocopy Surat Bupati Banggai kepada Stasiun Karantina lkan, Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasll Perikanan Luwuk Banggai, Nomor 31014418|BPKAD,

tanggal 9 November 2018, diberi tanda buKi T.l-7;

Menimbang, bahwa terhadap buKi-bukti surat tersebut telah dicocokkan

dengan surat aslinya temyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda Tl-1, Tl-2, T1.4, Tl-

6 dan Tl-7 sesuai dengan fotocopynya (tidak dapat ditunjukkan surat aslinya), serta

kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Buki SuratTerquqat ll

Fotocopy Kartu lnventaris Barang (K.l.B.) Tanah, yang dibuat oleh Kepala Bagian

Tata Usaha Dinas Petemakan Dati ll Banggai, diberi tanda buKi T.ll/PR.ll-l;

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Banggai Nomor

590/1 91 /1 999, diberi tanda buKi T. ll/PR.ll-2;
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3. Fotocopy Kartu ldentitas Barang (KlB) tanggal 9 Mei 2019 dengan luas bangunan

1OO m2, diberi tanda buKi T.ll/PR.ll-3;

4. Fotocopy Kartu ldentitas Barang (KlB) tanggal 9 Mei 2019 dengan luas bangunan

119 m2, diberi tanda bukti T.ll/PR.l14;

5. Fotocopy Kartu ldentitas Barang (KlB) tanggal 9 Mei 20'19 dengan luas bangunan

9 m2, diberitanda bukti T.ll/PR.ll-5;

o. Fotocopy Kartu ldentitas Barang (KlB) tanggal 9 Mei 2019 dengan luas bangunan

72 m'z, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll$;

7. Fotocopy Kartu ldentitas Barang (KlB) tanggal 9 Mei 2019 dengan luas bangunan

40 m2, diberi tanda buktiT.ll/PR.ll-7;

8. Fotocopy Kartu ldentitas Barang (KlB) tanggal 9 Mei 2019 dengan luas bangunan

130 m2, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-8;

9. Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

143/KM.6MKN.16/1flL.03/2015 tertanggal 23 November 2015, diberi tanda buki

T.[/PR.[-9;

10. Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

51/KM.6MKN.16/KNL.032019 tertanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti

T.il/PR.lt-10;

11. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Nomor 226ANKN.16/KNL.0312014, tertanggal '19 Februari 2014, diberi

tanda buKi T.ll/PR.ll-1 1;

12. Fotocopy Surat Kepala Stasiun Karantina lkan Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai kepada Bupati Banggai, Nomor

8326f22.01PL.2101111l2018, tanggal 28 Maret 2018, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-

12;

13. Fotocopy Surat Bupati Banggai Nomor 310/4418/BPKAD, tanggal 9 November

201 8, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-1 3;

14. Fotocopy Kartu ldentitas Barang (KlB) tanggal 7 OKober 2019 dengan luas tanah

seluruhnya &40 m'z, diberi tanda buKi T.ll/PR.ll-14;

15. Fotocopy Surat Kepala Stasiun Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai Nomor 8.1 143122.01PL.2141X12018,

tanggal 29 November2018, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-15;

16. Fotocopy Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 1M97f2U9,

tanggal '13 Juni 2019 diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-16;

17. Fotocopy Surat dari Hj. Sophia Sahi dan Hj. Voniarsi Sahi kepada Kepala Badan

Karantina lkan tertanggal 1 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.lliPR.ll-17;
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1s. Fotocopy Surat Kepala Stasiun KIPM tertanggal 30 November 2018, diberi tanda

bukti T.ll/PR.ll-18;

19. Fotocopy Surat Somasi kepada Kepala Kantor Karantina Kabupaten Banggai,

tertanggal 5 Desember2018, diberi tanda bukti T.lliPR.ll-19;

20. Fotocopy Surat dari Kepala Badan Karantina lkan tertanggal 11 Februari 2019,

diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-20;

21. Fotocopy Surat permohonan mediasi terkait penguasaan tanah Stasiun KIPM

Luwuk Banggai, tertanggal 11 Februari 2019, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-21;

22. FotocopySuratKepalaKantorPertanahanNomor2'17/600.13/Vl2019tanggal 23

April 2019 tentang Penyampaian hasil Mediasi, diberitanda buki T.ll/PR.ll-22.a;

23. Fotocopy Berita Acara Mediasi tanggal 22 Februai 2019, diberi tanda bukti

T.il/PR.il-22.b;

24. Fotocopy Berita Acara Mediasi tanggal 1 April 2019, diberi tanda buKi T.ll/PR.ll-

22.c;

25. Fotocopy Surat Pengurusan Penerbitan Sertifikattanah Stasiun KIPM, tanggal 10

Juni 2019, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-23;

26. Fotocopy Sertifikat tanah Nomor 306/Desa Baru atas nama Sdr. Johny Karwur,

diberi tanda buKi T.l l/PR. ll-24;

27. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-

0271.0, Tahun 2010, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-25.a;

28. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-

0272.0,Talun 2010, diberi tanda buKi T.ll/PR.ll-25.b;

29. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-

027 1.0, Tahun 2012, diberi tanda buKi T.ll/PR.ll-25.c;

30. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-

0272.0,Tahun 2012, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-25.d;

31. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-

0271 .0, Tahun 2013, diberi tanda buki T"ll/PR.ll-25.e;

32. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050,010.00t

0272.0, Iahun 201 3, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-25.f;

33. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-

0271.0, Tahun 2014, diberi tanda buKi T.ll/PR.ll-25.9;

34. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-

0272.0, Tahun 2014, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-25.h;

35. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-

027 1.0, Tahun 2017, diberi tanda buKi T.ll/PR.ll-25.i;
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36. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-

0272.0, Tahun 201 7, diberi tanda bukti T.lliPR.ll-25.j;

s7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-

0271.0, Tahun 2018, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-25.k;

38. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.00t

0272.0, T ahun 20 1 8, d iberi tanda buKi T. I l/PR. I l-25. l;

39. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.00t

0271.0, Tahun 2019, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-25.m;

40. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.00t

0272.0, Tahun 201 9, diberi tanda bukti T.lllPR.ll-25.n;

41. Fotocopy Foto SpanduUplang kepemilikan dipagar kantor Penggugat

Rekonvensi Il, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-26;

42. Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan No.

226IKM.6A//KN. 16/KN1.03201 I tentang Penetapan Status Penggunaan Barang

Milik Negara Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, diberi tanda bukti

T.lt/PR.ll-27;

43. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594.U%lllll1995 tanggal 20

Maret 1995, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-28.a;

44. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594.213r',111l.11995 tanggal 20

Maret 1995, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-28.b;

45. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594.2]3/'tlll95 tanggal 20

Maret 1 995, diberi tanda bukti T. I l/PR. I l-28.c;

46. FotocopySuratPemyataandari JhonyKarwurtertanggal 31 Oktober2019,diberi

tanda bukti T.ll/PR.ll-29;

47. Fotocopy Surat Djual-Beli hnggal 3 November 1971, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-

30;

48. Fotocopy Surat Pemberltahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun 1987, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-31.a;

49. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun 1989, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-31.b;

s0. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun 1990, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-31.c;

51. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 1991,

diberi tanda bukti T.ll/PR. ll-31.d;

52. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 1992,

diberi tanda bukti T. lUPR.ll-31.e;
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53. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 1993,

diberi tanda bukti T. ll/PR. ll-31.f;

54. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun '1994.,

diberi tanda bukti T. ll/PR.ll-31 .g;

55. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 1995,

diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-31.h;

56. Fotocopy Surat dari Hj. Djudia N. Sahi ditujukan kepada bapak Linggamo, diberi

tanda bukti T.ll/PR.ll-32;

s7. Fotocopy Surat No. 0ZXl95 tertanggal 11 Oktober 1995 dari Junius Linggamo

kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Banggai, diberi tanda buktiT.ll/PR.ll-33;

58. Fotocopy Surat No. 034/U96 tertanggal 19 Juni 1996 dari Junius Linggamo

kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Banggai, diberitanda bukti T.ll/PR.ll-34;

59. Fotocopy Surat No. 04Alll/96 tertanggal22 Juli 1996 dari Junius Linggamo, diberi

tanda bukti T.ll/PR.ll-35;

60. Fotocopy Surat tanggal 19 Agustus 1996 No. 01Z143.49lBag.Umum, perihal

pemakaian rumah dinas Pemda Tingkat ll Banggai, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll-

36;

oi. Fotocopy Surat Pemyataan dari Lambani Syarffi tertanggal 25 Juli 1995, diberi

tanda bukti T.ll/PR.ll-37;

62. FotocopySuratNo.026/145Allll/Disnaktertanggal 10Agustus1998,diberi tanda

bukti T.ll/PR.ll-38;

63. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Iersangka) an. Sofia Sahi tertanggal 11

Agustus 1 998, diberi tanda buki T. ll/PR. ll-39;

64. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) an. J. Linggamo tertanggal 15

Agustus 1998, diberi tanda buKi T.ll/PR.ll-40;

65. Fotocopy Surat Keterangan No.470l5/Pem-KB tanggal '13 Januari 2020, diberi

tanda bukti T.ll/PR.ll-41 ;

66. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. B-Vlll-1998 tanggal 17 Juni 1998, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll42;

67. Fotocopy Gambarlfoto rumah, diberi tanda bukti T.ll/PR.ll43;

Menimbang, bahwa terhadap buKi-bukti surat tersebut telah dicocokkan

dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali buKi bertanda T.lliPR.ll-1,

T.ll/PR.ll-2, T.ll/PR.ll-'17, T.lyPR.ll-22.b, T.lllPR.ll22.c, T.ll/PR.ll-24, T.ll/PR.ll-28.a,

T.ll/PR.ll-28.b, T.ll/PR.ll-28.c, T.ll/PR.ll-30, T.lllPR.ll-32, T ll/PR.ll-36, T.ll/PR.ll-37,

T.ll/PR.ll39, T.ll/PR.ll-40 dan T.ll/PR.ll-42 sesuai dengan fotocopynya (tidak dapat

ditunjukkan surat aslinya), serta kesemua buKi surat tersebut telah diberi materai

secukupnya;



BuKi Surat Terquqat lll

1. Fotocopy Berita Acara Mediasi tanggal 22 Februari 2019, diberi tanda bukti

T.ilt/TR.lil-1;

2. Fotocopy Berita Acara Mediasi tanggal 1 April 2019 diberi tanda bukti T.lll/TR.lll-

2;

3. Asli Gambar Hasil Pengukuran Objek tanah, diberitanda buKiT.lll/TR.lll-3;

4. Asli Tanda Terima Eokumen Nomor berkas permohonan 10697/2019 tanggal 13

Juni 2019, diberi tanda bukti T.lll/TR.lll-4;

5. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Nomor 2291600 13N112019 tanggal2l

Juni 201 9, diberi tanda bukti T.lll/TR.lll-5;

6. Fotocopy Buku tanah Hak Milik Nomor 306 atias nama Johny Kawur, diberi tanda

buki T.lllffR.ll16;

7. Fotocopy Surat Ukur Nomor 695/1983, tanggal 1 Juli 1983, diberi tanda buKi

T.ilt/TR.ilt-7;

8. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai No. 570453

tertanggal 18 Agustus 1995, diberi tanda bukti T.lll/TR.lll-8;

9. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai No. 600-565

tertanggal 21 Oktobell995, diberi tanda bukti T.lllffR.lll-9;

10. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Sulawesi Tengah No. 630-

718 tertanggal 12 Agustus 1996, diberi tanda bukiT.lllffR.lll-10;

11. FotocopySuratNo.593.7/193/Pem.Kec-Lwk/1995tertanggal 27Juli 1995, diberi

tanda bukti T.lll/TR.lll-1 1 ;

12. Fotocopy Surat No. 012f264lBag.fapem tertanggal 16 Oktober 1995, diberi

tanda buKi T.lllffR.lll-1 2;

13. Fotocopy Surat No. 600641 tertanggal 24 Juli 1996, perihal Pembahlan

Sertifikat Hak Milik No. 462 an. Sdri. Hi. Djudia Nurdin Sahi, diberi tanda bukti

T.ilffR.il-l3;

14. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. &Vlll-1998 tranggal 17 Juni 1998, diberi tanda buKiT.lllffR.lll-14;
'15. Fotocopy Surat No. 570-611 tertanggal 22 Agustus 1998, perihal Pembatalan

Hak Milik No.46ZBaru atas nama Hi. Djudia Nurdin Sahi, diberi tanda bukti

T.ilUTR.flt-15;

l\ienimbang, bahwa terhadap buki-bukti surat tersebut telah dicocokkan

dengan surat aslinya temyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda T.lll-3 dan T.lll4

adahh surat asli, sedangkan buKi bertanda T.lll/TR.lll-10, T.lll/TR.lll-13, T.lllffR.lll-14

dan T.llUTR.lll-15 sesuai fotocopynya (tidak dapat ditunjukkan aslinya), serta

kesernua bukti surat terseburt telah diberi materai secukupnya;
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nperkara

lttlenimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat I

telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Yarmin Nasir, saksi Anwar

Hasan dan saksi Hisam Urusi, dan Tergugat ll telah mengajukan 2 (dua) orang saksi

yakni saksi Umar dan saksi Benny Linggamo, yang masing-masing telah memberikan

keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana terurai lengkap dalam

berita acara persidangan perkara ini, sedangkan Tergugat lll tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Parzr Penggugat, Tergugat l, Tergugat ll dan

Tergugat lll telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 30 Janu an 2020;

Mehimbang, bahwa di samping mendengarkan keterangan saksi-saksi,

mempelajari dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan para pihak berperkara,

Majelis Hakim pada tanggal 25 Oktober 2019 telah melakukan Pemeriksaan

Setempat (descente) terhadap tanah obyek sengketa dan memperoleh fakta-fakta

yuridis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berih

actrra persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat

dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhimya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang

diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I, DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi

pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan Provisi Para

Penggugat dan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan

dibawah ini:

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah mencantumkan

tuntutan Provisi pada pokoknya yakni memerintahkan Tergugat lll untuk

menangguhkan proses penerb'rtan Sertifikat Hak Pakai atas bidang tanah objek

sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut,

pertinbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut;
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Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi (tangkisan) dikenal 2

macam yakni eksepsi prosesual dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum

acara perdata eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana

diuraikan dalam pasal 159 dan pasal 160 RBg, jika eksepsi diluar ketentuan tersebut

maka berdasarkan pasal 162 RBg. akan dipertimbangkan dan diputus dalam

pufusan akhir bersama-sama pokok perkara, dengan kewajiban mempertimbangkan

eksepsi tersebut terlebih dahulu;

. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili

yang diajukan oleh Tergugat l, Tergugat ll dan Tergugat lll telah dipLrtus dalam

putusan seh, maka eksepsi Para Tergugat yang bukan merupakan eksepsi

kewenangan mengadili akan diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok

perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai

berikut

Eksepsi Terquqat I

1. Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) oleh karena Para

Penggugat tidak menegaskan secara formil keabsahan siapa-siapa ahli waris

yang sesungguhnya;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuure libel) oleh karena :

a. Terdapat perbedaan batas dan luas tanah dari semula hingga adanya klaim

atas tanah yang menjadi obyek sengketa;

b. Tdak jelasnya luas dan batas tanah yang dikuasai dan diserahkan oleh

Bapak Linggamo sebagaimana dalil Para Penggugat;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (Pluium Litis Consoftium) oleh karena Dinas

Petemakan Kabupaten Banggai tidak ditarik sebagai pihak karena Para

Penggugat mendalilkan obyek sengketa dahulu pemah dikuasai oleh Dinas

Petemakan Dati ll Banggai;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 RBg., putusan provisi atau

provisionele beschikking yakni keputusan yang bersifat sementara alau inteim award

tempomry disposal yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan

mengenai pokok perkara dijatuhkan, dan putusan provisi ini tidak boleh mengenai

pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama tuntutan provisi

Para Penggugat, menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan provisi tersebut mengenai

pokok perkara, maka tuntutan Provisi tersebut haruslah ditolak;



\

Eksepsi Terquqat ll

1. Gugatan Para Penggugal enor in pesona oleh karena gugatan seharusnya

diajukan oleh semua ahliwaris Nurdin Sahi bukan hanya Para Penggugat;

2. Gugatan Para Penggugat prematur oleh karena belum adanya

keputusar/penetapan waris atas tanah warisan dari kakek Para Penggugat

bernama Nurdin Sahi (almarhum) dengan perempuan Kasumba (almarhumah)

yang sebagiannya diklaim oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa;

3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak oleh karena:

a. Tidak disebutkan siapa-siapa ahli waris dari Nurdin Sahi sehingga semua ahli

waiis turut sebagai Penggugat;

b. Bapak Linggamo tidak dijadikan Tergugat padahal Para Penggugat

mendalilkan bahwa sebagian tanah milik orang tua Para Penggugat tersebul

telah dikuasai secara melawan hukum antiara lain oleh Bapak Linggamo;

4. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libet) oleh karena:

a. Dalam posita gugatan tidak disebutkan dasar hukum gugatan a quo, apakah

gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365

KUHPerdata, ataukah gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

(PMHP/OOD) sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan;

b. Para Penggugat tidak mejelaskan dasar faKa (feitelijke ground) dalam hal

sejak kapan dan atas dasar apa pewaris Para Penggugat (alm. Nurdin Sahi

dengan almh. Kasumba) memiliki tanah seluas t3.000 m2 atau seluas t2.845

m2 yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa;

c. Batas-batas tanah yang didalilkan Para Penggugat tersebut berubah-ubah

sehingga tidak jelas letak tanah asal Para Penggugat;

d. Luas obyek sengketa yang didalikan Para Penggugat berbeda dengan luas

tanah yang dikuasai Tergugat ll;

e. Adanya pertentangan dalil gugatan antara angka 2 dan 3 dengan angka 4;

I Petitum ke-2 (dua) gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan

perundang-undangan karena Para Penggugat seolah-olah hendak meminta

Pengadilan Negeri Luwuk untuk menetapkan pembagian harta waris,

menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas

pembagian harta waris tersebut;

Eksepsi Terouoat lll

1. Gugatan Para Peggugat Obscuur Libel oleh karena :

a. Tidak disebutkan secara jelas panjang masing-masing sisi dari tanah yang

menjadi objek sengketa sehingga tidak diketahui secara pasti bentuk objek
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sengketa;

b. Tidak diuraikannya riwayat tanah yang menjadi objek sengketa;

2. Gugatan Para Penggugal enor in persona oleh karena menarik Kantor

Pertanahan Kabupaten Banggai sebagai Tergugat lll yang tidak memiliki

keterkaihn dengan permasalahan perbuatan melawan hukum sebagaimana

dimaksud Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut

dipertimbangkan sebagai berikut;

Eksepsi Terquqat I

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 1 di atas, oleh karena

menurut Majelis Hakim alasan eksepsi tersebut telah masuk materi pokok pekara

maka eksepsi teBebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 2 huruf a di atas, setelah

Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, temyata obyek sengketa telah

disebutkan secara jelas luas dan batas-batasnya, adapun perbedaan batas dari

masing-masing obyek yang didalilkan ternyata dipengaruhi oleh luas obyek ltu sendiri,

oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Bahwa terhadap eksepsi pada point 2 huruf b di atas, menurut Majelis Hakim

bahwa alasan eksepsi tersebut telah masuk materi pokok perkara, oleh karenanya

eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 3 di atas, oleh karena

sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl yakni dalam Putusan Mahkamah

Agung R.1., No.4 l(Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah

Agung R.1., No. 995 l( Sip/1975 tertanggal I Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa

untuk menarik seseorang sebagai pihak haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni

pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, kedua, harus ada sesuatu

yang dilanggar oleh orang lain, dan hal ini diperkuat dalam Yurisprudensi Mahkamah

Agung dalam putusannya No. 305 l(Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan

bahwa "inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditaik

sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan

(nemo yudex sine actors) sehingga siapa saja yang hendak dijadikan pihak dalam

perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Para Penggugat untuk menentukannya,

maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Ekseosi Terquoat ll

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 1, 2 dan 3 huruf a di atas,
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sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No.516 l(Sipi1973

tanggal 25 November '1975 disebutkan dalam pertimbangan bahwa gugatan tidak

dapat diterima karena hanya seomng ahli waris yang menggugat, tidak dapat

dibenakan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan

semua ahli waris menggugat, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Bahwa terhadap eksepsi pada point 3 huruf b di atas, oleh karena

sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan eksepsi Tergugat I point 3,

bahwa siapa saja yang hendak dijadikan pihak dalam perkara ini adalah menjadi

kewenangan dari Para Penggugat untuk menentukannya, maka eksepsi tersebut

haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 4 huruf a di atas, setelah

Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, gugatan Para Penggugat telah

jelas menyebutkan dasar hukum gugatannya, oleh karenanya eksepsi tersebut

haruslah diolak;

Bahwa terhadap eksepsi pada point 4 huruf b, c, d dan f di atas, menurut

Majelis Hakim alasan eksepsi tersebut telah masuk materi pokok perkara oleh

karenanya haruslah ditolak;

. Bahwa terhadap eksepsi pada point 4 huruf e di atas, setelah Majelis Hakim

mencemrati dalil gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim bahwa tidak ada

pertentangan antara dalil gugatan angka 2 dan 3 dengan angka 4, oleh karenanya

eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Eksepsi Terquqat lll

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point t huruf a dan b di atas,

setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim

gugatan Para Penggugat telah jelas karena telah menguraikan luas, batas-batas dan

riwayat obyek sengketa, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 2 di atas, menurut Majelis

Hakim alasan eksepsi tersebut telah masuk materi pokok perkara, oleh karenanya

haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka eksepsi Tergugat l, Tergugat ll dan Tergugat lll ditolak seluruhnya;
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Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil{alil gugatan Para Penggugat disangkal

oleh Tergugat l, Tergugat ll dan Tergugat lll sebagaimana dalam jawabannya, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. dan Pasal 1865 BW, adalah kewajiban

hukum bagi Para Penggugat untuk terlebih dahulu membuKikan dan menguatkan

dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 284 RBg.,

sebaliknya Para Tergugat berhak pula untuk kemudian mengajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa untuk membuKikan dalil gugatannya, Para Penggugat

telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 4 (empat) orang

saksi yakni. Burhanudin Mang, Lukman Pilohima, Beatris Bolang dan Rohani Akili,

sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan buKi

surat bertanda T.l-'l sampai dengan T.l-7, dan 3 (tiga) orang saksi yakni Yarmin Nasir,

Anwar Hasan dan Hisan Urusi, Tergugat ll telah mengajukan bukti surat bertanda T.ll-

1 sampai dengan T.ll-43 dan 2 (dua) orang saksi yakni Umar dan Benny Linggamo,

Tergugat lll telah mengajukan bukti surat bertanda T.lll-1 sampai dengan T.lll-15

tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan apa yang menjadi

pokok perkara dalam perkara a quo, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu akan

menguraikan obyek sengketa dalam perkara a guo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah menguraikan

bahwa luas obyek yang disengketakan i 94.8,34 m2 dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Djoni Karwur;

- Timur dengan tanah milik Sophia S. Rahman (Penggugat l) dan Hj. Voniarsih Sahi

(Penggugat ll);

- Selatan dengan semula tanah milik Sophia S. Rahman, sekarang dengan Lukman

Pilohima /Wami Niode;

- Barat dengan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemenksaan setempat yang dilakukan oleh

Majelis Hakim terhadap oyek sengketa, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat

telah menunjukkan obyek sengketa yang sama dalam perkara a quo, yakni sebidang

tanah yang dikuasai oleh Tergugat ll yang terletak di Kelurahan Baru Kecamatan

Luwuk Kabupaten Banggai;

Bahwa terjadi perbedaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat

namun perbedaan tersebut hanya pada cara pandang arah mata angin yang

mengakibatkan perbedaan penyebutan batas-batas obyek sengketa dari masing-

masing pihak;
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Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut dipertimbangkan

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat yang tidak dibantah

oleh Para Tergugat dan juga bukti bertanda P.6 diperoleh faKa bahwa Para

Penggugat adalah anak dari alm. Hi. Ali Sahi dan 
"trf,. 

Hj. Djudia Nurdin, yang mana

almh. Hj. Djudia Nurdin adalah anak dari alm. Nurdin Sahi dengan almh. Kasumba;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang

diajukan oleh Para Penggugat, hanya bukti bertanda P.2 yang menunjukkan buKi

kepemilikan atas obyek sengketa oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukli P.2 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah

tersebut dibuat pada tanggal 20 Maret 1995 oleh Kepala Kelurahan Baru dan

diketahui oleh Camat Luwuk, yang menerangkan bahwa Hj. Djudia Nurdin Sahi (ibu

Para Penggugat) benar menqounakan dan atau menquasai sebidang tanah seluas

2.845 m2 di Kelurahan Baru Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dengan batas-

batas : Utara dengan tanah Johny Karwur/Saluran Air, Timur dengan Saluran

Air/Lorong, Selatan dengan Lorong dan Barat dengan Jalan G. Tompotika, sejak

tahun 1973 hingga sekarang;

Bahwa dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah tersebut (bukti P.2),

diterangkan pula bahwa tanah tersebut berasal dari Nurdin yang diolah sejak tahun
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Bahwa namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang

dilakukan oleh Majelis Hakim dengan melakukan pengukuran dan pengecekan batas-

batas berdasarkan arah matia angin, disimpulkan bahwa luas obyek sengketa adalah

x 930,74 m2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Jony Karwur;

- Sebelah Timur dengan Penggugat;

- Sebelah Selatan dengan Lukman Pilohima;

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Tompotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, maka

yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebagaimana kesimpulan

Majelis Hakim dari hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan pokok dalam

Gugatan Para Penggugat dapat diconstantir berdasarkan dalil pokok Para Penggugat

dan dari jawab menjawab yakni 'apakah benar obyek sengketa tersebut adalah milik

orang tua Para Penggugat sehingga penyerahan obyek sengketa oleh Tergugat I

kepada Tergugat ll dan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat ll tersebut adalah

merupakan perbuatan melawan hukum?"



1910 kemudian beralih kepada Hj. Djudia Nurdin Sahi sejak tahun 1973, sesuai surat

pengakuannya tertanggal 17 Maret 1995 dan surat keterangan ahli waris tertanggal

17 Maret 1995;

Menimbang, bahwa jika mencermati buKi surat yang diajukan oleh Para

Penggugat bertanda P.2 tersebut dihubungkan pula dengan keterangan saksi yang

diajukan oleh Para Penggugat yakni saksi Burhanudin Mang, yang mana saksi

tersebut adalah pihak yang mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah

tersebut (buki P.2), temyata terungkap bahwa saat Surat Keterangan Penguasaan

Tanah tersebut dibuat (bukti P.2), obyek tanah tersebut tidak dalam penguasaan Hj.

Djudia Nurd)n Sahi (ibu Para Penggugat) tetapi dalam penguasaan Dinas Petemakan

Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa penguasaan oleh Dinas Petemakan Kabupaten Banggai

tersebut temyata adalah berasal dari Tergugat I sejak tahun 1960 sebagaimana buKi

yang diajukan oleh Tergugat I bertanda T.l-3 dan T.l-5 serta bersesuaian pula dengan

buKi yang diajukan T.ll bertanda T.ll-1;

Bahwa kepemilikan Tergugat I tersebut sebagaimana bukti yang diajukan

Tergugat lll bertanda T.lll€ berupa Buku Tanah dengan pemegang Hak atas nama

Johny Karwur tercatat pengeluaran sertifikat tanggal 19 Mei 1984 berdasarkan Surat

Ukur No. 695/1983 jika dibandingkan dengan letak obyek sengketa, maka obyek

sengketa dalam perkara a quo berada pada sebelah Selatan dari tanah Johny Karwur

tersebut, yang mana obyek sengketa tersebut tercatat adalah atas nama Pemda dan

bukan Nurdin ataupun Hj. Djudia Nurdin Sahi (ibu Para Penggugat);

Bahwa selain itu diperkuat pula dengan adanya penunjukkan Junius Linggamo

yang merupakan pegawai Dinas Petemakan Kabupaten Banggai untuk menempati

rumah dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai pada obyek tanah tersebut

sejak tanggal 29 Februari 1988 (vide buKi T.l-2, T.ll-31a, T.ll-31b, T.ll-31c, T.ll-31d,

T.ll-31e, T.ll-31f, T.ll-319, T.ll-31h, T.ll-33,T.11-34,T.11-35 dan T.ll-36);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut oleh karena Surat

Keterangan Penguasaan Tanah (bukti P.2) tersebut dibuat terhadap obyek tanah

yang tidak dalam penguasaan Hj. Djudiah Nurdin Sahi (ibu Para Penggugat)

melainkan dalam penguasaan Dinas Peternakan Kabupaten Banggai, maka isi dari

Surat Keterangan Penguasaan Tanah (bukti P.2) tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena isi dari Surat Keterangan Penguasaan Tanah

(bukti P.2) tersebut tidak benar maka Surat Keterangan Penguasaan Tanah (bukti

P.2) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Penguasaan Tanah (bukti

P.2) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sementara bukti tersebut
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digunakan Para Penggugat sebagai dasar kepemilikan atas obyek sengketa dalam

perkara a guo, maka kepemilikan atas obyek sengketa tersebut adalah tidak

berdasar. Hal mana dikuatkan pula dengan bukti bertanda T.ll-41 berupa Surat

Keeterangan dari Lurah Baru yang menerangkan bahwa berdasarkan Surat

Kelurahan Baru Nomor 593.3/44lKBR/1y96, Surat Keterangan Penguasaan Tanah

Nomor 5[X.234ll l/95, telah dicabuVdibatalkan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya jika mencermati pula buKi yang diajukan

Tergugat ll dan lll bertanda T.ll42 yang saling bersesuaian dengan bukti bertanda

T.lll-8, T.lll-9, T.lll-10, T.lll-11, T.lll-12, T.lll-13 dan T.lll-14, terungkap bahwa obyek

tanah yang'digugat oleh Para Penggugat tersebut ternyata pernah pula dibuatkan

sertifikat dengan Nomor 462lKelurahan Baru atias nama Hi. Djudia Nurdin Sahi,

namun kemudian sertifikat tersebut dibatalkan oleh Kepala Badan Pertanahan

Nasional karena dianggap cacat hukum karena secara fisik dikuasai oleh Pemerintah

Daerah Tingkat ll Kabupaten Banggai dan dipergunakan untuk bangunan rumah

dinas dan gudang milik Dinas Peternakan Daerah Tingkat ll Banggai sejak tahun

1960;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat ll

bertanda T.ll-'13 dan T.ll-2, ternyata obyek sengketa tersebut telah diserahkan oleh

Tergugat I kepada Tergugat ll pada tanggal 10 Juni '1999, dan berdasarkan bukti T.ll-

9, T.ll-10, T.ll-27 telah ditetapkan sebagai barang milik negara, maka oleh karenanya

penyerahan maupun penguasaan atas obyek sengketa tersebut bukanlah merupakan

perbuatian melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penyerahan maupun penguasaan obyek

sengketa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuKikan dalil gugatannya,

oleh karenanya seluruh petitum gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

II, DALAM REKONVENSI I

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi

lffergugat I Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 RBg, Tergugat dapat

mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi adalah hak yang

diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat melawan konvensi, maka pihak yang
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dapat ditarik sebagai Tergugat dalam rekonvensi hanya penggugat konvensi, dengan

demikian salah satu syarat formil dari gugatan rekonvensi adalah penyebutan secara

jelas mengenai subjek atau orang yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan rekonvensi adalah hak yang diberikan

oleh undang-undang kepada Tergugat melawan konvensi, namun agar gugatian

rekonvensi dianggap ada dan sah maka harus dirumuskan sec€lra jelas dalam

jawaban;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara

Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan

Pengadilan, hal. 478479 menyebutkan syarat formil gugatan rekonvensi sebagai

berikut:

1. Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa

penegasan dasar hukum (echtsgrond) dan dasar peristiwa (ftjteljkegrond) yang

melandasi gugatan;

3. Menyebutkan dengan rinci petitum gugatan;

Apabila unsur-unsur tersebut tidak dipenuhi maka gugatan rekonvensi dianggap tidak

memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dalam putusan

Mahkamah Agung Rl Nomor 1154 t(Sip/1973 tanggal 1 April 1975 juga dinyatakan

bahwa gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan,

dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh dan dalam

hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi lffergugat I

Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat

Rekonrresi l, temyata dalam gugatan Penggugat Rekonvensi ltelah menyebutkan

secara tegas pihak yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, namun demikian

temyata Penggugat Rekonvensi I menarik pula Tergugat lll Konvensi sebagai

Tergugat Rekonvensi lll;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa yang dapat

ditarik sebagai pihak Tergugat Rekonvensi hanyalah Penggugat dalam Konvensi,

oleh karcnanya menurut Majelis Haklm gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I

tiiak memenuhi syarat formil;
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Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi I tidak

memenuhi syarat formil maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ldinyatakan

tidak dapat diterima maka dengan sendirinya terhadap pokok perkara dalam

rekonvensi tlJak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Itr. DAI-AM REKONVENSI II

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Rekonvensi I bahwa

gugaEn rekonvensi adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat

melawan konvensi, namun gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat

formil antara lain adalah pihak yang dapat ditarik sebagai Tergugat dalam rekonvensi

hanya penggugat konvensi sehingga harus menyebutkan secara tegas subjek yang

ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil

gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang

mehndasi gugatan serta menyebutkan dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dari syarat formil gugatan rekonvensi tersebut, setelah

rnencennati Gugatan Penggugat Rekonvesi ll, maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi ll telah memenuhi syarat formil gugatan

Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ll telah

memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan

rnateri pokok perkara dalam Rekonvensi ll terse-but, namun terlebih dahulu akan

dipertimbangkan tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi ll sebagaimana diuraikan

dibawah ini:

Dalam Plovisi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi Il telah

rnen@nfumkan tuntutan Provisi pada pokoknya yakni memerintahkan Para Tergugat

Rekonvensi untuk melepas spanduk/plang kepemilikan sepihak di pangar Penggugat

Rekonvensi atau segala macam bentuk klaim sepihak terhadap kepemilikan tanah

tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi ll

tersebut, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 RBg., putusan provisi atau

provisionele beschikking yakni keputusan yang bersifat sementara atau inteim award

temporary drsposa/ yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan
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Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama tuntutan provisi

Penggugat Rekonvensi ll tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan provisi

tersebut telah mengenai pokok perkara, maka tuntutan Provisi tersebut haruslah

ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menir-nbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi

ll/Tergugat ll Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi ll pada pokoknya

bahwa Para Tergugat Rekonvensl/Para Penggugat Konvensi telah melakukan

perbuatan melawan hukum karena telah memasang spanduUplang di pagar kantor

Penggugat Rekonvensi ll yang menyatakan sebagai pemilik tanah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvesi ll tersebut Para

Tergugat Rekonvensi tidak menyangkal pemasangan spanduUplang tersebut namun

menunrt Para Tergugat Rekonvensi bahwa pemasangan spanduUplang tersebut

adalah dalam rangka mempertahankan hak milik Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuKikan dalil gugatannya, Penggugat

Rekonrensi ll telah mengajukan bukti surat bertanda PR.ll-1 sampai dengan PR.ll43

dan 2 (dua) orang saksi yakni Umardan Benny LinQgamo, sedangkan Para Tergugat

Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 4

(empat) orang saksi yakni Burhanudin Mang, Lukman Pilohima, Beatris Bolang dan

Rohani Akili;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan pokok dalam

Gugatan Penggugat Rekonvensi ll dapat diconstantir berdasarkan dalil pokok

Penggugat Rekonvensi ll dan dari jawab menjawab yakni "apakah benar

pemasangan spanduUplang yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi di pagar

kantor Penggugat Rekonvensi ll yang berisi pemyataan sebagai pemilik tanah adalah

merupakan perbuatan melawan hukum?"

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut dipertimbangkan

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam rekonvensi tersebut

berkaitan erat dengan kepemilikan terhadap obyek tanah yang dikuasai oleh

Penggugat Rekonvensi ll sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka
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# FE tsbh dipertimbangkan dalam pokok perkara dalam Konvensi tersebut

qaCtr plla pert nbangan dalam Rekonvensi ini;

tmang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi

HE hld kepernilikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi

ts trad? dr yang dikuasai oleh Tergugat ll Konvensi/Penggugat Rekonvensi ll

ek n-rpuyai kekuatan hukum mengikat, dan penguasaan oleh Tergugat ll

Korednel1ggrJgat Rekonvensi ll tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum,

r* rsu.t Majelis Hakim pemasangan spanduUplang oleh Para Tergugat

Rehrrersi d pqar kantor Penggugat Rekonvensi ll adalah merupakan perbuatan

r*rhlorn;
ffing, bahwa oleh karena pemasangan spanduUplang tercebut adalah

rrEnfdrar perhlatan rnelawan hukum, maka petitum kedua gugatan Rekonvensi ll

d+aa dd*an derBan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan ini;

UefiSang, bahwa terhadap petitum ketiga, kelima dan keenam oleh karena

peqgggil Rekmvensi ll tidak dapat membuKikan kerugian yang dideritanya, maka

pefrmpefirn tsrsebut haruslah ditolak;

- fmarB, bahwa terhadap petitum keempat, oleh karena Majelis Hakim
--( psrdr mebtakkan sita jaminan dalam perkara a quo ma?,a petitum tersebut

fstrlilretsk
tmng, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tercebut, maka

gugaEr FerEgugat Rekonvensi ll dikabulkan sebalian;

l|t DATAT KONVENSI, REKONVENSI IDAN REKONVENSI II

illeninbang, bahwa oleh karena gugahn Para Penggugat Konvensi ditolak

sduruhnya, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dinyatakan tidak dapat

dibrirta dan gugatan Penggugat Rekonvensi ll dikabulkan sebagian, maka seluruh

t*rya pe*ara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama yang

besamya sebagaimana dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Para

Perqgugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam

putusan ini dianggap dikesampingkan karena tidak memiliki faKa konkrit atau tidak

relevan dengan perkara ini;
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Memperhatikan Pasal 157 RBg., Pasal 283 RBg. serta peraturan-peraturan

lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAMKONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menqlak eksepsi Tergugat l, Tergugat ll dan Tergugat lll untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI I

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi I tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONVENSI II

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi ll;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ll untuk sebagian;

- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah memasang

spanduUplang di pagar kantor Penggugat Rekonvensi ll yang menyatakan

sebagai pemilik tanah adalah merupakan pe'rbuatan melawan hukum;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

IV. DAI-AM KONVENSI, REKONVENSI IDAN REKONVENSI II

- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp2.256.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh kami, H.

Sayuti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Abdul Rahman

Talib, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 42lPdt.Gl2019lPN Lwk tanggal

'16 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

para Hakim Anggota tersebut, Bagus lrianto, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para

PenggugaUPara Tergugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Tergugat l/Penggugat
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Rekonvensi l, Kuasa Hukum Tergugat ll/Penggugat Rekonvensi ll, dan Kuasa

Tergugat lll Konvensi;

Hakim - Hakim Anggota,

Ttd/.

Hakim Ketua,

Ttd/.

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Ttd/.

H. Sayuti, S.H.

Abdul Rahman Talib, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Bagus lrianto, S.H.

Perincian Biava

- Pendaftaran

- Adminbtrasi
- Panggilan

- Pemeriksaan Setempat
- Sumpah

- Redaksi

- Materai

Jumlah

Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 950.000,-

Rp. 1.010.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 6.000,-

Rp.2.256.000,-

Nomor W21-U3/ 23 /HK.02/.@/2020
Salinan yang sama bunyi dengan aslinya
Diberikan kepada dan atas permintaan

I6Pcu ear V

l_gyygft, 02 - 63 - 2-o2o
P iLAN NEGERI LUWUK

PANITERA

T
p. 19630920 1 31005

TAWIY
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